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SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL

PERBENDAHARAAN

Assalamualaikum Wr. Wo.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk
menguatkan kapasitas fiskal dalam rangka
mewujudkan kemandirian ekonomi dan
kesejahteraan bangsa. Salah satu bagian penting
dalam penguatan kapasitas fiskal adalah
peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang
meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan dana APBN.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola APBN yang
efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang
berintegritas dan profesional. Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),
sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara
di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran yang sangat
penting dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan negara.

Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan
APBN dan perkembangan teknologi informasi yang
sangat cepat, diperlukan kemampuan PPSPM
dalam memperbarui serta mengakselerasi
pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan
suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas
bagi para PPSPM yang sesuai dengan
perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi
informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis PPSPM ini diharapkan mampu
berperan sebagai media peningkatan kapasitas
PPSPM yang tersebar di seluruh Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka
mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan
APBN.

Akhir kata, saya memberikan apresiasi setinggi—
tingginya kepada keluarga besar Direktorat Sistem
Perbendaharaan yang telah mewujudkan media
pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan
Negara ini.

Tak lupa saya ingin menyampaikan ucapan terima
kasih kepada seluruh stakeholders/mitra kerja kami
yang telah berkontribusi dalam penyusunan
publikasi digital ini. Semoga kehadiran publikasi ini
membawa manfaat yang sebesar—besarnya kepada
bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap
langkah kita.

VWassalamu alaikum Wr, Wb,

Jakarta, Agustus 2017
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wo.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan
Panduan Teknis PPSPM ini. Berdasarkan evaluasi
pelaksanaan anggaran 2016, kinerja PPSPM
Kementerian Negara/Lembaga yang tergambar
dalam beberapa indikator kinerja Satuan Kerja
terukur pada tingkat yang belum optimal.

Panduan teknis ini mencoba hadir sebagai salah
satu solusi dalam perbaikan dan peningkatan
pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai
semangat menjaga kredibilitas APBN yang
berkesinambungan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman dan
mengikuti perkembangan teknologi informasi,
panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam
bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat
Perbendaharaan Negara.

Selain itu, dapat membantu meningkatkan
kapasitas Pejabat Penandatangan SPM dengan
biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi,
dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

PPSPM bertanggungjawab atas kebenaran,
kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap
dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi
dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya serta ketetapan
jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM
kepada KPPN.

Saya juga sangat mengapresiasi publikasi ini yang
memanfaatkan teknologi media digital, bukan
dalam bentuk cetakan, hal ini sejalan dengan
program go green Kementerian Keuangan, yang
salah satu poin pentingnya adalah pengurangan
penggunaan kertas.

Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini,
kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-
pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Bagaimanapun, panduan teknis ini tentu masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat
menghargai kritik, saran dan sumbangan pikiran
dari seluruh pembaca guna memperbaiki kualitas
panduan teknis ini ke depan.

Akhirnya, semoga keberadaan panduan ini dapat
memperkaya khasanah pengetahuan pembaca,
khususnya PPSPM, sebagai upaya pengelolaan
keuangan negara yang lebih baik.

VWassalamu alaikum Wr, Wb,

Jakarta, Agustus 2017

Direktur Sistem Perbendaharaan
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Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian
dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan
bernegara yang dicita—citakan yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan
cita—cita tersebut, peraturan dan ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan negara disusun
baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait
pengelolaan keuangan negara. SDM memainkan
peranan penting dalam pengelolaan keuangan
negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peranan
penting tersebut tercermin dari keterlibatan SDM
tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan,
sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur
di dalam Bab Il Undang—-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara
spesifik mengatur tentang Pejabat Perbendaharaan
Negara. Di dalam regulasi tersebut, Pejabat
Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna
Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah, dan
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya,
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan
lebih rinci cakupan Pejabat Perbendaharaan
Negara yang tergolong Pengguna Anggaran,
meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat
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Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran. Dalam struktur
organisasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja
(Satker)', suatu Satker memiliki Pejabat
Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 1 (satu)
KPA, 1 (satu) atau lebih PPK, 1 (satu) orang
PPSPM, dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Penerimaan (untuk Satker yang
memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Fungsional)?.

Untuk mendukung kinerja Pejabat Perbendaharaan
Negara dalam mengemban tugas dan
wewenangnya dalam mengelola keuangan APBN di
seluruh Satker, maka Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan)
berinisiasi untuk menerbitkan buku yang dapat
digunakan oleh salah satu Pejabat Perbendaharaan
Negara, yaitu PPSPM. Pada Bab ini, disajikan
berbagai informasi pendahuluan bagi para
pembaca, mulai dari latar belakang, tujuan, sampai
dengan ruang lingkup penulisan.

" Dalam pasal 1 angka 11 PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Satker didefinisikan sebagai unit organisasi lini
pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau
unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Pembahasan lebih lanjut mengenai Struktur Pengelolaan Keuangan
pada Satker dibahas pada bagian 2.1 tentang Pejabat Perbendaharaan
Negara pada Bab II.



@ Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah—kaidah
yang baik (best practice) dalam pengelolaan
keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya
dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalisme,
transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas, serta
berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin
pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan
penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang
pada tataran teknis diwujudkan antara lain melalui
berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat
Perbendaharaan Negara. Berdasarkan data yang
dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan sampai dengan
akhir bulan Maret 2017, terdapat 95.659 Pejabat
Perbendaharaan Negara yang tersebar pada
23.653 Satker di seluruh Indonesia. Jumlah
tersebut tersebar secara geografis dari kota besar
sampai dengan pelosok kabupaten/kota di seluruh
Indonesia. Dengan jumlahnya yang besar dan
cakupan geografis yang sangat luas, peningkatan
kapasitas melalui penyelenggaraan diklat saja tidak
cukup dengan berbagai pertimbangan, antara lain
efisiensi dan efektifitas.

Salah satu solusi yang diinisiasi Ditjen
Perbendaharaan untuk mendukung pengembangan
kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara yaitu
dengan menyusun panduan teknis bagi PPSPM
yang dipublikasikan secara elektronik. Publikasi
elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah
cakupan geografis yang luas dan jumlah Pejabat
Perbendaharaan yang sangat banyak. Dengan
semangat go green, pemanfaatan teknologi buku
digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
dan efektifitas program peningkatan kapasitas
Pejabat Perbendaharaan Negara.

Pemilihan PPSPM sebagai topik utama dalam
panduan teknis ini didasarkan atas pentingnya

peran PPSPM dalam pengelolaan keuangan
negara, yaitu pengujian tagihan. Dalam tataran
teknis, proses pembayaran atas beban APBN
diawali dengan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) oleh PPK kepada PPSPM.
Apabila SPP ini disetujui maka PPSPM akan
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan
menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D akan
menjadi dasar pembayaran kepada pihak yang
berhak menerima pembayaran tersebut. Peran
PPSPM sebagai penguji SPP dan penerbit SPM
dalam proses di atas berhubungan dengan
pengambilan keputusan terkait proses pengujian
tagihan dan pembayarannya.

Selain dari peran penting PPSPM dalam
pengelolaan APBN, beberapa permasalahan terkait
pelaksanaan anggaran yang didapat dari hasil
evaluasi indikator kinerja Satker oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan juga
menunjukkan bahwa PPSPM memiliki kontribusi
yang cukup signifikan dalam mendukung kinerja
pengelolaan keuangan Satker. Berdasarkan
evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran
tahun anggaran 2016 pada seluruh Kementerian
Negara/Lembaga (K/L), yang dilaksanakan Ditjen
Perbendaharaan, terdapat 205 ribu SPM
dikembalikan olen KPPN antara lain disebabkan
oleh kesalahan pencantuman data supplier pada
SPM dan tidak terpenuhinya persyaratan substantif
pada SPM?®. Kondisi di atas mempertegas adanya
kebutuhan akan peningkatan kapasitas yang cepat
dan tepat, salah satunya yaitu dengan menerbitkan
panduan ini.

s Paparan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam Rakornas
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017,
Spending Review, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017, Gedung
Dhanapala, 28 Februari 2017.
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1.2. Tujuan

Sebagai salah satu bagian dari Serial Panduan
Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan Negara,
buku ini diharapkan dapat memenuhi tujuan—tujuan
sebagai berikut:

Referensi Bagi PPSPM

Regulasi atau peraturan yang menjadi pedoman
pelaksanaan tugas PPSPM adalah ketentuan di
bidang pelaksanaan anggaran antara lain: Undang-—
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/
PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, beserta peraturan—peraturan
teknis turunannya. Sebagai usaha untuk
menyediakan referensi yang terstruktur
berdasarkan siklus anggaran, panduan ini
merangkum poin—poin penting terkait pelaksanaan
tugas PPSPM dari regulasi atau peraturan yang
berlaku.

Kehadiran Panduan Teknis PPSPM diharapkan
dapat membantu PPSPM dalam melaksanakan
tugas sehari-hari. Melalui panduan ini diharapkan
PPSPM dapat memperoleh pemahaman,
pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang
meliputi: konsep, peraturan perundang—undangan,
dan aplikasi yang digunakan sesuai tugas dan
wewenangnya. Namun dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, PPSPM hendaknya tetap
mengacu pada peraturan—peraturan yang berlaku
sebagai pedoman utama.

Bahan Pembinaan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan

Panduan Teknis PPSPM

Pendahuluan @

bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan
sesuai lingkup kerjanya masing—masing. Sejalan
dengan hal tersebut, hadirnya Panduan Teknis
PPSPM dapat menjadi salah satu alternatif
sumbangan atau bahan pembinaan bagi Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.

Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Peningkatan kapasitas SDM Pejabat
Perbendaharaan Negara khususnya PPSPM
diharapkan memberikan dampak pada penguatan
pengelola keuangan pada Satker pengelola APBN.
Panduan Teknis PPSPM disajikan secara
mendasar, bertahap, dan rinci sehingga
memudahkan untuk dipahami sehingga diharapkan
dapat memberikan dampak signifikan ternadap
peningkatan kinerja keuangan Satker ke arah yang
lebih baik dan berkualitas.

Tujuan lainnya

Panduan ini dipublikasikan dalam bentuk digital
(dalam format PDF) dengan tujuan untuk
mendukung program pemerintah dalam gerakan
efisiensi dan mempermudah distribusi untuk
selurun PPSPM di seluruh Indonesia. Diharapkan
dengan penerbitan panduan digital, keterbatasan
akibat lokasi geografis dapat diatasi dengan
kemudahan yang disediakan teknologi informasi
dalam pencetakan dan distribusi panduan. Dengan
meningkatnya tingkat aksesibilitas panduan ini,
diharapkan PPSPM yang tersebar di seluruh Satker
di wilayah Indonesia dapat memperoleh panduan ini
dengan mudah dan tanpa biaya.

1.3. Ruang Lingkup

Target utama sebagai pembaca dari panduan ini
merupakan para PPSPM yang bertugas di Satker
pengelola APBN dan diharapkan dapat menjadi
panduan bagi PPSPM dalam melaksanakan
tugasnya sehari—hari. Oleh karena itu, konteks
penulisan panduan ini adalah tugas dan wewenang



®

PPSPM. Panduan ini disusun dengan mengacu
kepada regulasi dan peraturan yang berlaku terkait
tugas dan wewenang PPSPM dalam pengelolaan
keuangan di K/L. Secara spesifik, referensi yang
digunakan dalam penyusunan buku ini mengacu
antara lain kepada Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang—
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013, dan PMK Nomor 190/
PMK.05/2012, serta peraturan dan regulasi yang
menjadi turunannya. Untuk beberapa topik spesifik
yang terkait dengan tugas PPSPM seperti
pemotongan pajak oleh PPSPM, koreksi/ralat SPM,
dan penggunaan personal identification number dalam
penerbitan SPM, dirujuk dari peraturan—peraturan
teknis terkait yang masih berlaku pada saat
panduan ini disusun.
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Peran PPSPM

Seperti yang telah disampaikan pada Bab |,
konteks panduan ini terkait dengan tugas dan
wewenang PPSPM dalam pengelolaan APBN.
Tugas dan wewenang PPSPM meliputi pengujian
SPP dan proses penerbitan SPM serta proses
lainnya yang terkait. Untuk memahami pentingnya
peran PPSPM dalam pengelolaan APBN pada
tingkat Satker, PPSPM perlu juga memahami
mengenai hubungan tugas dan wewenangnya
dengan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya,
terutama dengan KPA sebagai pimpinan dalam
struktur pengelolaan keuangan Satker yang
melimpahkan sebagian wewenangnya kepada
PPSPM? dan PPK sebagai pihak yang melakukan
tindakan yang menyebabkan pengeluaran negara
dan mengajukan permintaan pembayaran®.
Pemahaman mengenai aspek ini dapat membantu
PPSPM untuk mendapatkan gambaran mengenai
prinsip saling uji (check and baiance) dalam
pengelolaan APBN pada tingkat Satker.

Bab ini akan membahas struktur organisasi Pejabat
Perbendaharaan Negara dan peranan PPSPM
dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker.
Aspek konseptual dari Pejabat Perbendaharaan
Negara terutama hubungan antara KPA, PPK, dan
PPSPM, akan mengawali bab ini. Selanjutnya,
membahas mengenai tugas—tugas dan wewenang
seorang PPSPM, termasuk cakupan pekerjaannya.
Sebagai informasi tambahan, pada akhir dari bab
ini disajikan profil PPSPM pada K/L yang diperolen
dari pemutakhiran database Pejabat
Perbendaharaan Negara yang dilakukan oleh Ditjen

15

Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret
tahun 2017.

2.1. Pejabat Perbendaharaan Negara

Menurut Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan
APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan
Negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam
pengelolaan keuangan yang ada pada setiap K/L
sampai dengan Satker sebagai unit terkecil, mulai
dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai
dengan pertanggungjawaban.

Secara konseptual, pondasi dari pengelolaan
keuangan negara oleh Pejabat Perbendaharaan
Negara yang menjadi ruh dari pengelolaan APBN
adalah prinsip ket the managers manage. Prinsip
tersebut secara implisit digambarkan dalam Pasal
6 Undang—-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Dalam undang—undang
tersebut, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara, sebagian dari kekuasaan tersebut
dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
berbunyi PPSPM melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf f. Sementara pasal 8 huruf f berbunyi
melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban
anggaran negara.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
berbunyi PPK melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf e. Sementara pasal 8 huruf e berbunyi
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara.
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kepemilikan negara yang dipisahkan, serta
kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Secara
implisit, terdapat pendelegasian wewenang
terkait penggunaan anggaran kepada Menteri
Keuangan terkait pengelolaan fiskal dan kepada
menteri/pimpinan lembaga terkait penggunaan
anggaran. Menteri/pimpinan lembaga
merupakan Chief Operating Officer (COO)
sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief
Financial Officer (CFO). Dalam pelaksanaan
anggaran, keduanya mempunyai kedudukan yang
setara dalam rangka menjaga terlaksananya
prinsip saling uji (check and balance), kejelasan
dalam pembagian wewenang dan tanggung
jawab, serta untuk mendorong upaya
peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah.

Prinsip check and balance di antara Pejabat
Perbendaharaan Negara merupakan salah satu
perubahan mendasar yang tidak ada sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
ditetapkan. Prinsip check and balance antara K/L
selaku pengguna anggaran/barang dan
Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal
pada tingkat pemerintahan, dan antara KPA
dengan Bendahara Pengeluaran pada tingkat
Satker merupakan hal yang baru diperkenalkan
setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
ditetapkan.

Menteri/pimpinan lembaga, selaku PA, dapat
menunjuk Kepala Satker untuk melaksanakan
kegiatan K/L sebagai KPA dan menetapkan
Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.
Jabatan KPA tersebut bersifat ex-officio, atau
dalam kata lain, jabatan KPA melekat kepada
jabatan Kepala Satker. Apabila jabatan KPA
berakhir atau mengalami pergantian pejabat
maka Pejabat Perbendaharaan Negara yang
ditunjuk juga berakhir masa jabatannya.

No. Nama Jabatan

1

KPA

(pasal 8 Peraturan
Pemerintah
Nomor 45 Tahun
2013)

Tugas dan Wewenang

Menyusun DIPA.

Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara.

Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara.

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
dan pengelola anggaran/keuangan.

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.

Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana.

Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK
(pasal 11 ayat (1)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 45 Tahun
2013)

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak
dengan Penyedia Barang/Jasa.

Melaksanakan kegiatan kelola

Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang
dilakukannya.

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara.

Membuat dan menandatangani SPP.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan
Berita Acara Penyerahan.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPSPM

(pasal 14 ayat (1)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 45 Tahun
2013)

Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.

Menerbitkan SPM.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada
KPA.

Tabel 1. Tugas Pejabat Perbendaharaan Negara
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PENGGUNA ANGGARAN
MENTCRI/PIMP.LLMBAGA
(1)
KUASA PR
KEPALA SATKER
(2)
PENANGGUNGIAWAH KEGLALAMN PEMNGUII SPP BENUDAHARA
PEMBUAT KOMITMEN PENANDATANGAN 5PM PEMNGELUARAN
{3} (2 (5]
1. [2) tidak boleh merangkap (5] = e P
4 . . raturan Pemerintah Nomor n
B [3), {4). [5]. tidak boleh sal_m's merangkap ' PMK Nomor 190;PAIK.05/2042
Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :
< [2) Dapsl inerangkap {3) atsu {4}

Gambar 1. Struktur Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja

Gambar 1 di atas merupakan ilustrasi struktur
pengelolaan keuangan di Satker. Dalam
kewenangannya menetapkan Pejabat
Perbendaharaan Negara lainnya, KPA memiliki
wewenang, antara lain menetapkan PPK untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara, dan
menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian
tagihan dan menerbitkan SPM atas beban

anggaran belanja negara®.

Struktur kelembagaan dan tata kerja Pejabat
Perbendaharaan Negara selanjutnya di rinci secara
detil pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 dan PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Dalam
PMK tersebut, diatur bahwa untuk 1 (satu) DIPA,
KPA dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK’
dan 1 (satu) PPSPM?®, dan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja, menteri/pimpinan lembaga
mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap

Panduan Teknis PPSPM

Satker serta menegaskan bahwa kewenangan
pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat
didelegasikan kepada Kepala Satker®.

Selain mengatur kewenangan pengangkatan oleh
KPA, PMK tersebut juga mengatur mengenai
perangkapan jabatan dalam struktur Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Satker. Lebih jauh,
dalam rangka memenuhi prinsip check and balance,
regulasi tersebut mengatur bahwa jabatan
Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh
KPA, PPK, atau PPSPM". Dalam kondisi tertentu,

6 Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013.

7 Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
berbunyi: PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan lebih dari 1 (satu).

8 Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
berbunyi: PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
ditetapkan 1 (satu) PPSPM.

9 Pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
Pasal 22 ayat (5) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

]
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jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh
KPA". Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu”
adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya
perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK
atau PPSPM, dimana jika tidak dilakukan
perangkapan akan mengganggu kelancaran
pelaksanaan anggaran belanja dari Satker yang

bersangkutan'?, misalnya keterbatasan jumlah dan/
atau kualitas SDM, PPK, atau PPSPM berhalangan

tetap'®. Perangkapan jabatan yang diperbolehkan
ketentuan ini adalah perangkapan jabatan KPA
sebagai PPK atau PPSPM. Sedangkan PPK tidak
diperkenankan merangkap sebagai PPSPM atau

Kesimpulannya, sebagai seorang manajer keuangan
pada tingkat Satker, seorang KPA diberikan
kewenangan untuk mengelola keuangan pada
tingkat Satker dengan berpedoman pada peraturan
yang berlaku. Sebagai seorang manajer, KPA
dibantu oleh PPK dalam hal membuat tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran negara dan di
sisi lain menunjuk PPSPM untuk menguiji tagihan
atas beban APBN. Dengan kata lain PPK dan
PPSPM menerima delegasi wewenang dari KPA
terkait pengelolaan keuangan Satker. Bagi PPSPM,
delegasi wewenang tersebut terkait proses
pengujian tagihan yang selanjutnya diproses

sebaliknya. menjadi perintah pembayarannya.
Jabatan dan Bendahara .
Perangkapan KPA | PPK | PPSPM Pengeluaran Keterangan :

KPA
PPK
PPSPM

"Bendahara
Pengeluaran

\ = dimungkinkan adanya
perangkapan jabatan

X = di antara jabatan
tersebut tidak boleh
saling merangkap

Tabel 2. Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara

2.2. Tugas & Wewenang PPSPM

PPSPM adalah Pejabat Perbendaharaan Negara
yang ditunjuk oleh KPA™ untuk melaksanakan
sebagian kewenangan KPA”®. Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, mengatur
tentang tanggung jawab PPSPM. PPSPM
bertanggung jawab terhadap kebenaran,

kelengkapan, dan keabsahan administrasi dokumen
hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM dan

akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.
Dalam tataran pelaksanaan tugas sehari—hari,
rincian tugas dan wewenang PPSPM diatur dalam
pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2,

yang terdiri dari:

a. Menguiji kebenaran SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP beserta dokumen
pendukung;

b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP
tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

' Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.

2 Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.

3 Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.

4 Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.

5 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
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Gambar 2. Tugas dan Wewenang PPSPM

c. Membebankan tagihan pada mata anggaran
yang telah disediakan;

d. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM;

e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen hak tagih;

f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran kepada KPA; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian
dan perintah pembayaran.

2.3. Profil PPSPM Kementerian
Negara/lLembaga

Berdasarkan hasil pemutakhiran database Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Satker pengelola
APBN yang diterima dari KPPN dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan tahun 2017 (data diolah terakhir
per 31 Maret 2017), Ditjen Perbendaharaan telah
melakukan inventarisasi data Pejabat
Perbendaharaan Negara pada K/L sejumlah
22.060 dari total 23.653 Satker (data Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) per
tanggal 31 Desember 2016) atau 93,27%. Dari
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pemutakhiran database tersebut, terdata 95.659
Pejabat Perbendaharaan Negara, yang terdiri dari
22.060 KPA, 25.545 PPK, 21.012 PPSPM (Gambar
3), 3.465 Bendahara Penerimaan, dan 23.577
Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu.

total satuan kerja

23.653

total PPSPM terdata

21.012

Gambar 3. Jumlah Data PPSPM Yang Terkumpul

2.3.1. Usia & Golongan PPSPM

Berdasarkan usia, sebagian besar PPSPM sudah
berusia di atas 50 tahun, dengan jumlah 8.683
PPSPM, atau sekitar 41,32% dari seluruh PPSPM
(Gambar 4). Sedangkan untuk PPSPM yang berusia
di antara 45 sampai dengan 50 tahun memiliki
porsi sebanyak 22,51% atau sejumlah 4.729
PPSPM. Sebanyak 5.557 PPSPM (26,45%)
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berumur diantara 36 sampai dengan 45 tahun.
Sementara, untuk yang berumur di bawah 35 tahun
hanya berjumlah 2.043 PPSPM atau sebesar
9,72%.

Menurut golongan/kepangkatan, PPSPM saat ini
mayoritas menduduki golongan Il dengan jumlah
12.940 pegawai atau 61,59% dari keseluruhan
PPSPM (Gambar 5), diikuti golongan IV sebanyak
6.542 pegawai atau sebesar 31,13%. Sisanya
sebanyak 7,28% menjabat PPSPM dengan
golongan Il dan |, masing—masing golongan |I
sebanyak 1.526 pegawai atau sebesar 7,26% dan
golongan | sebanyak 4 pegawai atau sebesar
0,02%.

2.3.2. Tingkat Pendidikan PPSPM

Dari sisi tingkat pendidikan, PPSPM sebagian besar
mempunyai strata pendidikan Sarjana/D4 dengan
jumlah 11.818 PPSPM dari 21.012 keseluruhan
PPSPM atau 56,24%, diikuti S2 sebanyak 5.252
PPSPM atau 25%, SMA/sederajat sebanyak 2.307
PPSPM atau 10,98% dan Diploma |, II, Il sebanyak
1.128 PPSPM atau 5,37%. Selebihnya, 498 PPSPM
atau sekitar 2,37% memiliki tingkat pendidikan
doktoral dan yang terkecil sebanyak 9 PPSPM
0,04% memiliki pendidikan di bawah SMA.

2.3.3. Pendidikan & Pelatihan PPSPM

Dari data yang diolah berdasarkan pernah atau
tidaknya mengikuti program diklat terkait tugas dan
wewenang PPSPM, dari total 21.012 PPSPM hanya
1.846 (8,8%) yang memiliki sertifikat diklat terkait
peningkatan kapasitas sebagai PPSPM, sedangkan
sisanya sejumlah 19.166 PPSPM (91.2%) belum
atau tidak mempunyai sertifikat pendidikan dan
pelatihan (Gambar 7).

4,32% (9,72%)
>50 Tahun e <35 Tahun

22.51%
45 < 50 Tahun

26,45%
35 - 45 Tahun

Gambar 4. Profil Usia PPSPM

0,02%
31,13% Culergen| |
Gelangae W
. 7,26%

61.59%
Gacogan i

Gakngan Il

GOLONGAN
PPSPM

Gambar 5. Profil Golongan PPSPM
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Gambar 6. Profil Tingkat Pendidikan PPSPM

91,2%

19.166

Belum Memiliki
Sertifikat Diklat

Gambar 7. Profil Pendidikan dan Pelatihan PPSPM
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2.3.4. Perangkapan Jabatan PPSPM Oleh By e el ol PPSPM

KPA
1.536 19.476
Dari sisi perangkapan jabatan, dari total 21.012 79% Q3%
PPSPM, 1.536 di antaranya dirangkap oleh KPA

(79%) Tabel 3. Profil Perangkapan Jabatan PPSPM oleh KPA
0).

Pertama Kali Menjadi PPSPM

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagai PPSPM hendaknya tetap berpedoman pada
peraturan yang berlaku. Seringkali saat pertama kali ditunjuk sebagai PPSPM, tanpa dibekali dan
bahkan minim pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Namun berdasarkan ketentuan yang
berlaku dapat dikelompokkan beberapa hal-hal penting yang dapat dijadikan referensi bagi pegawai
yang ditunjuk sebagai PPSPM, antara lain:

KPPN

DIPA dan PCK Satker

Akun-akun belanja [PAS) dan pembebanannyal UP dan |5)
Alkun-akun perpajakan (BAS) dan pengenaan pajak

Standar Biaya Umum

Tugas dan wewenang PPSPI pada peraturan terkait pengelolaan

Menyerahkan SK Penctapan sehagai PPSPV dan spesimen tanda tangan ke
Administrasi

sen oW

-

ksuangan Sztker Pengelola APBN

Pemahaman —< . langka waktu pengujian SPP, penerbitan 520, sampal pengajuan ke

PPN

£. Prosedur pengujian 3PP

h. Presedur penzyjian kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen
pendukung SPP

i, Prosedur penarbitan SPA

j.  Kelenzkapan penyampaian SPN ke KPPN

Melakukan koordinasi dengan KP2N apabila menemukan permasalahan

Koosginusi alau kendala vang Lidak dapal diselesaikan di Satker

'

a. Melakukan pendaftaran PIN-PPSPM dan menginstal Aplikasl PIN-2PSPI
Penggunan Aplikasi b. Nlempelajari, memanami, dan mampu mengeoerasikan Aplikasi SAS
atau Aplikasi SAKTI

Gambar 8. Pertama Kali Menjadi PPSPM
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PANDUAN TEKNIS
PEJABAT PENANDATANGAN SPM

BAB PEMAHAMAN DASAR
e TUGAS PPSPM

3.1.  Aturan Umum Keuangan Negara dan Tugas
PPSPM

3.2. Aturan dan Ketentuan Lainnya Terkait Tugas
PPSPM

3.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)

3.4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
3.5. Bagan Akun Standar (BAS)

3.6. Tugas PPSPM Terkait Pajak
3.7. Standar Biaya

3.8. Dokumen Yang Perlu Dipahami Oleh
PPSPM

3.9. Alur Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
3.10. Retur SP2D



Seperti yang telah disampaikan pada Bab |,

Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain—
lain terkait pelaksanaan tugas PPSPM;

2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan
APBN secara umum;

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK);

4. Memahami dan mengimplementasikan
ketentuan dan struktur akun dalam penerbitan
SPM;

5. Memahami dan mengimplementasikan
ketentuan pengenaan pajak dalam penerbitan
SPM;

6. Memahami dan mengimplementasikan
ketentuan dan batasan standar biaya APBN,;

7. Memahami contoh—contoh jenis dokumen yang
menjadi lampiran dalam pengajuan SPP;

8. Memahami alur pembayaran APBN sampai
dengan pihak ketiga/pihak penerima; dan

9. Memahami dan mengimplementasikan
penyebab, dampak, dan mekanisme dalam hal
terjadi retur.

3.1. Aturan Umum Keuangan
Negara dan Tugas PPSPM

Dalam melaksanakan tugasnya, hal mendasar yang
harus dipahami oleh seorang PPSPM adalah
mengetahui dan memahami ketentuan—ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan APBN,
perbendaharaan negara, sampai dengan ketentuan
yang mengatur teknis operasional.
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Adapun ketentuan—ketentuan yang perlu dipahami

oleh seorang PPSPM vyaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

4. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana.

6. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/
PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana.

7. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-88/
PB/2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana.

8. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/
PB/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana.
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3.2. Aturan & Ketentuan Lainnya
Terkait Tugas PPSPM

Selain peraturan dan perundang—undangan yang
telah tercantum diatas, juga terdapat peraturan—
peraturan teknis yang perlu dijadikan referensi
penunjang oleh PPSPM dalam melaksanakan
tugasnya sehari—hari, antara lain:

1. Regulasi terkait Perpajakan:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan;

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang—Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang—Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan; dan

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-19/PB/2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik
Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah
Membayar.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-16/PB/2014 Tentang Tata Cara
Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-21/PB/2014 Tentang Mekanisme
Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian
Pelaksanaan Aggaran atas Setoran
Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penggantian
ketentuan serta penambahan ketentuan baru terkait

tugasnya, PPSPM dapat memperoleh informasi
secara resmi melalui antara lain:

1. Laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan
pada www.djpbn.kemenkeu.go.id;

2. Laman Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau
KPPN setempat yang melayani Satker;

3. Menghubungi HAI DJPB pada laman
www.hai.djpbn.kemenkeu.go.id;

4. Menghubungi Customer Service Officer (CSO)
pada KPPN setempat yang melayani Satker.

3.3. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)

APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat'®. Pasal 23 ayat (1) Undang—
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang—undang dan dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar—besarnya
kemakmuran rakyat.” Secara struktur, APBN terdiri
dari 5 (lima) bagian utama yaitu Pendapatan
Negara, Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran,
Pembiayaan Anggaran, dan Keseimbangan Primer.
Sebagai contoh, untuk APBN Tahun Anggaran 2017
diatur dalam Undang—-Undang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Dalam
Negeri dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Dalam
Negeri terdiri dari Penerimaan Pajak dan PNBP.
Belanja Negara terbagi menjadi Belanja Pemerintah
Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Selisih antara Pendapatan Negara dengan Belanja
Negara merupakan Surplus/Defisit Anggaran.
Adapun Pembiayaan Anggaran yang antara lain

6 Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang
Keuangan Negara.
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terdiri dari Pembiayaan Utang, Pembiayaan
Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban
Penjaminan, dan Pembiayaan Lainnya. Terakhir,
Keseimbangan Primer merupakan selisih antara
total Pendapatan Negara dengan Belanja Negara
tetapi tidak termasuk pembayaran bunga utang.
Untuk mengetahui secara lebih rinci terkait rincian
APBN, dapat dilihat dalam Peraturan Presiden
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Sebagai contoh untuk rincian APBN Tahun
Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017,

Pada tataran pelaksanaan anggaran dikenal istilah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, atau yang
selanjutnya disebut DIPA, yang didefinisikan
sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
sebagai pelaksanaan APBN". DIPA merupakan
dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Alokasi
dana yang terdapat dalam DIPA tersebut
merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.
Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan
apabila alokasi dananya tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan
pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan
tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui
alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada
gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/
revisi DIPA™®. Alokasi dana dalam DIPA sudah
terbagi baik pada tingkat K/L maupun tingkat
Satker.

Secara umum, dalam pelaksanaan APBN dikenal

beberapa mekanisme pembayaran yang antara lain
mekanisme pembayaran langsung dan mekanisme
pembayaran melalui uang persediaan. Pembayaran
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Langsung adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja
lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM LS)". Sedangkan Uang
Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah
tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung?.

Dalam penyelenggaraan APBN, dikenal adanya
istilah Pejabat Perbendaharaan Negara yang
berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban APBN. Pejabat
Perbendaharaan Negara tersebut antara lain KPA,
PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran pada
Satker serta Kuasa BUN pada KPPN. Tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN telah
diatur secara jelas dalam PMK Nomor 190/
PMK.05/2012. Secara ringkas, untuk mencairkan
alokasi dana dalam DIPA, Satker sebagai Pengguna
Anggaran mengajukan SPM ke KPPN sebagai
Kuasa BUN untuk dicairkan perintah membayar
tersebut melalui penerbitan SP2D. SP2D digunakan
sebagai dasar bagi BUN untuk menyalurkan
dananya kepada pihak yang berhak menerima
pembayaran sesuai dengan nama dan nomor
rekening yang tertera pada SPM dan SP2D.

Dalam pencairan dana APBN, kebenaran nama dan
nomor rekening penerima sangat penting. Oleh
karena itu, PPSPM harus memastikan kebenaran

7 Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
8 Pasal 3 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

° Pasal 1 angka 18 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

2 Pasal 1 angka 17 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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nama dan nomor rekening penerima tersebut agar
tidak terjadi kegagalan pembayaran (retur SP2D)
atau kesalahan pengiriman kepada pihak yang
tidak berhak menerima. Dalam pengelolaan
keuangan negara, kita mengenal adanya beberapa
rekening, antara lain Rekening Kas Umum Negara
(Rekening KUN), Rekening Pengeluaran, Rekening
Penerimaan, dan Rekening Pihak Ketiga. Rekening
KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank
Sentral”’. Rekening Pengeluaran adalah Rekening
giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang
dipergunakan untuk menampung uang bagi
keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Kementerian Negara/lLLembaga/
Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening
bendahara pengeluaran pembantu®. Rekening
Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada
bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk
menampung uang pendapatan Negara dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja®. Rekening pihak ketiga
adalah rekening milik penerima pembayaran APBN
selain rekening bendahara antara lain rekening
pegawai, rekening penyedia barang/jasa, rekening
penerima honorarium, dan rekening penerima
bantuan sosial.

Pihak yang berhak menerima pembayaran atas
APBN biasa disebut dengan supplier. Satker dan
KPPN mempunyai kewajiban untuk mengelola data
supplier khususnya setelah implementasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Data supplier adalah informasi terkait dengan pihak
yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBN yang memuat paling kurang informasi pokok,

informasi lokasi, dan informasi rekening®. Data
supplier yang telah dicatat dalam database SPAN

dapat dilakukan perubahan, penonaktifan, dan

penggabungan. Tipe supplier di dalam SPAN terdiri

dari®®:

a. Satker yaitu penerima pembayaran untuk
transaksi yang dibayarkan kepada bendahara
pengeluaran Satker;

b. Penyedia barang dan jasa yaitu penerima
pembayaran untuk transaksi atas pekerjaan
berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan
lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga;

c. Pegawai yaitu penerima pembayaran untuk
transaksi belanja pegawai yang dibayarkan
kepada satu atau beberapa penerima;

d. Penerima Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara yang kemudian disebut BA BUN, yaitu
penerima pembayaran untuk transaksi terkait
pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara;

e. Penerima transfer daerah yaitu yang kemudian
disebut Transfer Daerah adalah penerima
pembayaran untuk transaksi belanja transfer
daerah yang dibayarkan kepada satu atau
beberapa penerima;

f.  Penerima penerusan pinjaman yang kemudian
disebut Penerusan Pinjaman yaitu penerima
pembayaran untuk transaksi terkait penerusan
pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan
sosial yang dibayarkan kepada satu atau
beberapa penerima; dan

g. Lain-lain yaitu penerima pembayaran untuk
transaksi terkait pengembalian belanja,
pengembalian pendapatan dan tipe lainnya
yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.

2

Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening
Milik Kementerian/Negara/lembaga/Satuan Kerja.

2 Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 252/PMK.05/2014.

24 Pasal 1 angka 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013

tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem
Perbendaharaan da Anggaran Negara.

Pasal 3 ayat (1) Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013.
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3.4. Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan
sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN?°. DIPA
disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerija,
dan dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi,
dan jenis belanja®’. Dokumen tersebut paling
sedikit memuat informasi—informasi berupa:
sasaran yang hendak dicapai; pagu anggaran yang
dialokasikan; fungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja; kantor bayar; rencana penarikan dana; dan
rencana penerimaan dana®®. DIPA digunakan oleh
PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan pembayaran®.
DIPA merupakan dokumen yang memuat jumlah
anggaran yang dialokasikan untuk suatu Satker dan
merupakan dasar penggunaan APBN pada tingkat
Satker.

DIPA terdiri atas beberapa bagian yang memuat
informasi—informasi yang dibutuhkan sebagai dasar
pencairan dana. Dasar hukum pengesahan DIPA
setiap tahun dapat mengalami perubahan, antara
lain perubahan format, nomenklatur, maupun
pejabat yang berwenang mengesahkan. Peraturan
terbaru terkait pengesahan DIPA yang berlaku pada
saat buku ini disusun adalah PMK Nomor 163/
PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/LLembaga Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang mulai
berlaku per 31 Oktober 2016. Dalam PMK tersebut
dijelaskan bahwa DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk;
dan (2) DIPA Petikan®. DIPA Induk adalah
akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh
PA menurut unit eselon | K/L yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio)®. DIPA Induk tidak berfungsi
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar
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pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara
Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Sementara, DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/
pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara®. DIPA Petikan terdiri
atas®:

1. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;

2. Halaman | memuat Informasi Kinerja (IA)
(Gambar 9) dan Sumber Dana (1B) (Gambar
10);

3. Halaman Il memuat Rincian Pengeluaran
(Gambar 11);

4. Halaman Il memuat Rencana Penarikan Dana
dan Perkiraan Penerimaan (Gambar 12); dan

5. Halaman IV memuat Catatan.

2

>

Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
2

]

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
2

@

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
2

]

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
3

S

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/
PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

3

Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/
PMK.02/2016.

Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/
PMK.02/2016.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/
PMK.02/2016.

3.
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Gambar 10. Halaman IB DIPA (Sumber: Halaman 327 PMK 163/PMK.02/2016)
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Gambar 11. Halaman Il DIPA (Sumber: Halaman 328 PMK 163/PMK.02/2016)

VAR AN PELASSARARN AMTREAN P TIAN

AN AN SR XI0K | ) { ENGITAL STAMF Ll
AR DA st o G200, (1)) — 4
B NENUARA FENAA IR LVods L FEMKFAAN HENERMALN

e
A
o w--—m—‘—% v
t = = _ Lamomen b omomm P o b C T ’-.".M’,mgmﬂ',._s.m wiSammmn bansaon S onmasa -
m Fommiowi Fonveon Maenra Vsivann T mes Ve Feomon Toe simn Fea s Tvm mwa Feionim %' o
O oy Mooy *ymasiwet T 2 F Pa P o vy P Fosi oo i P yacaium Fouvaim fommina ©  mimsoem
- 1 r F s T wornom o w0 en Py 00 ¥ s sn e omae) it r S o win © ason e
18 e e e ad Fomomwn Fewanm r e o0 Tom e vow Foon e oos Tomomwn Mwosnom T ommosn * s en
e * oo [ owm waem © r "o ymon "omam wo T wasaom A Y oo .90 ¥ w0siace oamne ¥ R
O — Fomran | saes ’——n:m Fovaxinun "o 0wy Faes 300 w0 Do e r women | e
3 P g g F e Camiasm ¥ imsnsut b s eons " s "o o s o s Fmunaim Pasiomse r ,\'
i M WA ;m * oo w0 00s T maeonom ;vm-m "ommown !t wassom " masam e e f e ek ! annara © desas
43 Dbt Db vl (mvu - waem fnv-- v s "y emo "o e r Fommom e fommea T asmen
R ! " ! r-
1 " | |
4 i b B s ¥ a s s a : 4 4
Ppopda, * wasace T mosnom Ly T on s Fyacesom Taci v s ! mara o Do e P moe -
« B ok * wonsmom b wmemom Fom s Tomemen Taonom o P waen Fensrnom M easaom mwn "omnom "ensron Tommara ¥ zeenon
o~ " wawm oo Tostmmoes Femomeoms T amosncms P Posoen v -nn’mnran- weirmm Fevn i Pommaen T e
- 4 b asid Fow vnoe P nn b - P -
v vt | S wry * sy b onosan [esose [ omoesn Feacesm Fes s sn m'm&nrmnw WaxAm v v Prmamsn ¥ o v
— G  ull
l I l l | P | l l I | |
- s Ol
An M

Gambar 12. Halaman Ill DIPA (Sumber: Halaman 329 PMK 163/PMK.02/2016)
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3.5. Bagan Akun Standar (BAS)

Seorang PPSPM pada dasarnya harus mengetahui
dan memahami ketentuan—ketentuan mengenai
pengelolaan keuangan negara. Ketentuan dimaksud
antara lain pemahaman dan pengetahuan tentang
Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan
kodefikasi dan klasifikasi yang disusun berdasarkan
kaidah tertentu yang digunakan dalam proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.

Pengaturan BAS lebih lanjut diatur antara lain pada
PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar dan Keputusan Dirjen
Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang
Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
Standar.

Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah®:.
BAS terdiri atas segmen—segmen dan atribut.
Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian
kode sebagai dasar validasi transaksi yang diakses
oleh sistem aplikasi®®. Sedangkan atribut adalah
kode tambahan pada BAS yang mengacu pada
Segmen®®.

BAS tidak hanya bermanfaat pada saat
pelaksanaan anggaran semata, namun dimulai saat
perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
BAS digunakan oleh K/LL dan BUN sebagai
pedoman dalam®’:

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/LLembaga (RKA-KL)/
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN);

b. penyusunan DIPA;

c. pelaksanaan anggaran;

d. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan

e. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah
Pusat.

Pengujian terhadap SPP beserta dokumen
pendukungnya yang dilakukan PPSPM antara lain
meliputi kesesuaian kode Bagan Akun Standar
(BAS) dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker dan ketersediaan pagu sesuai BAS pada
SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker. PPSPM melakukan pengujian kode BAS
pada SPP dengan dokumen sumber atau dokumen
pendukung lainnya seperti DIPA/POK/Rencana
Kerja Anggaran Satker. Sehingga pengetahuan dan
pemahaman BAS bagi PPPSM sangatlah penting
untuk mengurangi kesalahan SPM yang diterbitkan.
Struktur BAS meliputi 12 (dua belas) segmen
sebagai berikut®:

1. Segmen Satker
Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang
bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi.

2. Segmen KPPN
Segmen ini menunjukkan adanya fungsi tempat
pemrosesan  pembayaran  melalui  kantor
pelayanan perbendaharaan di bawah Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

3. Segmen Akun dibedakan menjadi beberapa
kelompok, yaitu :
a. Akun APBN :
1) Estimasi Pendapatan;
2) Apropriasi Belanja;
3) Apropriasi Transfer;
4) Estimasi Penerimaan
Pembiayaan; dan
5) Estimasi Pengeluaran
Pembiayaan.

34 Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun
Standar.

3 Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 214/PMK.05/2013.
% Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 214/PMK.05/2013.
¥ Pasal 4 PMK Nomor 214/PMK.05/2013

3 Bab Il Lampiran PMK Nomor 214/PMK.05/2013
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b. Akun DIPA :

1)
2)
3)
4)

5)

Estimasi Pendapatan yang
Dialokasikan;

Alotmen Belanja;

Alotmen Transfer;
Estimasi Penerimaan

Pembiayaan yang Dialokasikan; dan

Alotmen Pengeluaran
Pembiayaan.

c. Akun Komitmen :

1)

D 01~ W N

)
)
)
)
)
)

~J

8)

9)

1)

222a s

8)

1)
2)

Komitmen Belanja Pegawai;
Komitmen Belanja Barang;
Komitmen Belanja Modal;
Komitmen Belanja Bunga;
Komitmen Belanja Subsidi;
Komitmen Belanja Hibah;
Komitmen Belanja Bantuan
Sosial;

Komitmen Belanja Lain—lain;
dan

Komitmen Transfer.

Akun Realisasi :

Realisasi Pendapatan LO
(Laporan Operasional);
Realisasi Pendapatan LRA
(Laporan Realisasi Anggaran);
Realisasi Beban;

Realisasi Belanja;
Realisasi Beban Transfer;
Realisasi Transfer;
Realisasi Penerimaan
Pembiayaan; dan
Realisasi Pengeluaran
Pembiayaan.

. Akun Transitoris :

Penerimaan non anggaran; dan
Pengeluaran non anggaran.

Akun Neraca :

1) Aset;

2)
3)

Kewajiban; dan
Ekuitas.

Panduan Teknis PPSPM
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Segmen Program

Segmen  program  merupakan  penjabaran
kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang
terdiri atas beberapa kegiatan.

Segmen Output

Segmen output akan melekat pada pelaksanaan
dan pencapaian suatu kegiatan, sehingga output
merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan
kode output, dengan atribut berupa kode fungsi,
subfungsi, prioritas, dan satuan volume output.

Segmen Dana

Segmen dana mencerminkan adanya alokasi
pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber
dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana
yang sesuai dengan sumber dana tersebut.

Segmen Bank

Segmen  Bank mencerminkan  penggunaan
rekening bank berbeda dalam pengelolaan
anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu
Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa
BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.

Segmen Kewenangan
Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat

beberapa  kewenangan  sebagai  berikut:
Kewenangan Kantor Pusat, Kantor Daerah,
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

Desentralisasi, dan Urusan Bersama.

Segmen Lokasi
Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya
kegiatan dan/atau penerima dana.

Segmen Anggaran

Dalam siklus pengelolaan APBN  terdapat
beberapa tahapan  pencatatan  transaksi
keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi
APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi,
dan Penyesuaian Akrual.
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1. Segmen Antar Entitas

Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang
berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (due to) dan
Diterima Dari Entitas Lain (due fom) sebagai
lawan dari kode Satker untuk transaksi antar

entitas.

12. Segmen Cadangan
Kode cadangan saat ini belum digunakan. Kode
ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan
BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru
yang belum tertampung dalam segmen
kodefikasi BAS saat ini.

Rincian Struktur BAS dapat digambarkan sesuai tabel
di bawah ini:

No Segmen Digit Uraian Atribut Pelaporan
BA, Eszlan |,
1 Satker G Kode Satker R
2 KPEN a Kode KPPN K.ode Kanwil Ditjen
Perpendaharaan
3 Akun 6 Kode Akun
4 Pregram | 3+2+2  Kode BA, Eselen |, Program
: Kegiatan, Furngsi.
+ K :
‘ n Output 4+3 Kode Kegiatan, Outout Sublungsl, Satuan
8 Dana 1+1+8 Kode Sumber Dana, Cara Tarik, Na Register
No. Register
7 Bank 1+4 WL e Lk Kode KPPN
Rekening. Bank
B Kewenangan \ 1 Kede Kewenangan
K Lokasi 242 Kodle Propinsi, Kab/Xota
10  Anggaran | 1 Kode Anggaran
‘ 11 Antar Entltas & rode Antar Entitas
6

' 12 Cadangan |

Kede Cadangan

Belum cigunakan

Tabel 4. Struktur Bagan Akun Standar (BAS)

3.6. Tugas PPSPM Terkait Pajak

Dalam pelaksanaan APBN diatur tentang
pengenaan pajak yang dipungut oleh bendahara

atas belanja dari uang persediaan. Oleh karena itu

seorang PPSPM sebaiknya memahami aturan
terkait pengenaan pajak. Kasus pengenaan pajak
yang umum ditemui adalah, apabila dalam SPP
yang diajukan kepada PPSPM dan didalamnya

terdapat kuitansi pembelian, maka harus diperiksa

terlebih dahulu terkait apakah atas kuitansi
tersebut terdapat kewajiban PPN dan PPh?
Kemudian berapa persen pengenaannya? Jika
sudah terlampir bukti setor pajaknya, maka perlu
juga melakukan pengecekan, apakah sudah betul

perhitungan pajaknya. Jika ternyata kurang, maka

bendahara harus segera diberitahu untuk

menyetorkan kembali kekurangannya. Contoh kasus
lain adalah terkait pembangunan gedung atau
konstruksi di lingkungan kantor. Ketika tiba saatnya
melakukan pembayaran kepada rekanan, PPSPM
harus mengecek kebenaran perhitungan pajak,
termasuk besaran persentase PPN dan PPh yang
dikenakan atas jasa kontruksi pembangunan
gedung tersebut dan kemudian diikuti dengan
pengecekan terkait kode akun untuk PPN dan
PPh—-nya. Hal ini perlu dilakukan sebagai check and
balance guna menghindari terjadinya kekurangan
pemotongan pajak dan kesalahan akun pajak.

PPSPM dalam melaksanakan tugasnya perlu
memahami beberapa peraturan perpajakan yang
diantaranya adalah sebagai berikut:

Panduan Teknis PPSPM



1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-—
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;

2. Undang—-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang—Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
dan

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

Sedangkan untuk jenis—jenis pajak umum yang
terdapat pada transaksi PPSPM antara lain adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Kode:
411121)

PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran
lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan
kegiatan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 (kode:
41M122)

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan
sehubungan dengan pembayaran atas
pembelian barang seperti komputer, meubelair,
mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh
Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia
barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa
Pengguna Agggaran (KPA) sehubungan dengan
pembayaran atas pembelian barang.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (kode: 411211)

Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak
yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian

Panduan Teknis PPSPM
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barang atau perolehan jasa dari rekanan,
misalnya pembelian komputer, dan perolehan
jasa atas tenaga keamanan. PPSPM sebagai
Pemungut PPN (melalui mekanisme LS),
memotong PPN pada saat pelaksanaan
pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah melalui KPPN untuk
kemudian dilaporkan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

3.7. Standar Biaya

Standar biaya merupakan salah satu instrumen
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L),
sebagaimana termaktub dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/lLLembaga®. Standar biaya
berperan penting untuk meningkatkan kualitas
perencanaan penganggaran Satker.

Sebagai upaya mengembangkan standar biaya,
Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor
71/PMK.02/2013 jo. PMK Nomor 51/PMK.02/2014
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur
Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga. Standar biaya didefinisikan sebagai
satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal (Chief Financial
Officer) baik berupa standar biaya masukan maupun
standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/
L*°. Standar biaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu
standar biaya masukan dan standar biaya
keluaran®'.

% Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

4 Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

41 Pasal 3 PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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Gambar 13. Pengaturan Standar Biaya

Peraturan standar biaya terbagi menjadi dua, yaitu
peraturan yang bersifat regeling (pengaturan) dan
beschikking (penetapan). Peraturan standar biaya
yang bersifat regeling, digunakan dalam jangka
panjang dan mengatur penerapan standar biaya itu
sendiri. Sedangkan peraturan standar biaya yang
bersifat beschikking hanya digunakan selama satu
tahun (tiap tahun berganti) dan mengatur
penetapan satuan—satuan biaya. Peraturan standar
biaya yang bersifat regeling yaitu PMK Nomor 71/
PMK.02/2013 jo. PMK Nomor 51/PMK.02/2014,
yang merupakan peraturan induk dari standar
biaya. Dan peraturan standar biaya yang bersifat
beschikking adalah PMK tentang standar biaya
masukan dan standar biaya keluaran yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun.

3.7.1. Standar Biaya Masukan

Yang dimaksud dengan standar biaya masukan
adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk
menyusun biaya komponen keluaran (outout)*.
Standar biaya masukan ditetapkan dengan
pertimbangan antara lain*:

1. Untuk mendukung terlaksananya prinsip
ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L;

2. Adanya beberapa barang/jasa yang harganya
tidak tersedia di pasar;

3. Bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa
yang terdapat di pasar sehingga diperlukan
pengaturan agar diperoleh barang/jasa dengan
kualitas dan harga yang layak, wajar, tidak
mewah dan hemat;

4. Penyetaraan perlakuan jenis dan besaran
satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/L; dan

5. Perlunya alat untuk memudahkan penyusunan
RKA-K/L.

Fungsi standar biaya masukan dalam penyusunan
RKA-K/L adalah sebagai batas tertinggi untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran (outout)
dan alat reviu angka dasar (baselne)*. Batas
tertinggi artinya besaran tersebut tidak dapat
dilampaui, sedangkan alat reviu artinya standar
biaya masukan digunakan untuk menghitung
alokasi kebutuhan besaran biaya komponen
keluaran (output) sebagai bahan penyusunan pagu
indikatif.

42 Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
43 Lampiran | PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
4 Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.

Panduan Teknis PPSPM



Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya
masukan berfungsi sebagai sebagai batas tertinggi
untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
(output) dan sebagai estimasi*. Estimasi dalam hal
ini merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat
dilampaui dengan mempertimbangkan?®:

a. harga pasar;

b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan;

ketersediaan alokasi anggaran; dan

d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Standar biaya masukan dapat berlaku bagi
beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
dan bagi satu Kementerian Negara/Lembaga
tertentu”’. Standar biaya masukan mengatur antara
lain batasan tertinggi honorarium bagi pejabat/
pegawai negeri, satuan biaya terkait perjalanan
dinas, satuan biaya terkait rapat/pertemuan di luar
kantor, satuan biaya sewa kendaraan, satuan biaya
pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya
pemeliharaan sarana kantor dan kendaraan dinas,
dan lain lain. PMK tentang Standar Biaya Masukan
yang berlaku tahun 2017 adalah PMK Nomor 33/
PMK.02/2076.

3.7.2. Standar Biaya Keluaran

Berdasarkan pasal 1 angka 3 PMK Nomor 71/
PMK.02/2013, yang dimaksud dengan standar
biaya keluaran adalah besaran biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (outout)/
sub keluaran (sub outout)*®. Standar biaya keluaran
terdiri atas indeks biaya keluaran dan total biaya
keluaran®. Indeks biaya keluaran merupakan
standar biaya keluaran untuk menghasilkan satu
volume keluaran (outout), sedangkan total biaya
keluaran merupakan standar biaya keluaran untuk
menghasilkan total volume keluaran (outour).
Standar biaya keluaran disusun pada level keluaran
(outout)/sub keluaran (sub outout) yang menjadi
tugas dan fungsi Kementerian Negara/LLembaga.
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Kriteria keluaran (outout)/sub

keluaran (sub output) untuk dapat diusulkan menjadi
standar biaya keluaran, antara lain bersifat
berulang, mempunyai jenis dan satuan yang jelas
serta terukur, dan mempunyai komponen/tahapan
yang jelas™.

Standar biaya keluaran berfungsi sebagai®":

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaur;

b. referensi penyusunan prakiraan maju;

c. bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian
Negara/Lembaga; dan/atau

d. referensi penyusunan standar biaya keluaran
untuk keluaran (outout) sejenis pada
Kementerian Negara/LLembaga yang berbeda.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya
keluaran berfungsi sebagai estimasi, yaitu
prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui,
antara lain karena perubahan komponen tahapan
dan/atau penggunaan satuan biaya yang
dipengaruhi harga pasar.

Besaran biaya yang dapat dilampaui harus

memperhatikan beberapa hal berikut®:

1. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—-undangan;

2. ketersediaan alokasi anggaran; dan

3. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Standar biaya keluaran dapat berlaku bagi
beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
dan bagi satu Kementerian Negara/Lembaga
tertentu®. Standar biaya keluaran yang berlaku

4 Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
% Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
47 Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
“ Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
49 Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
% Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
51 Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
3)
(1)
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Pasal 18 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
5 Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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bagi beberapa/selurun Kementerian Negara/
Lembaga antara lain standar biaya keluaran sub
kegiatan (sub outout) perencanaan, pemeriksaan,
pendidikan, dan pelatihan, serta sub kegiatan (sub
outout) penelitian. Sedangkan standar biaya
keluaran yang berlaku bagi satu Kementerian
Negara/Lembaga tertentu, dirinci lebih lanjut
dalam lampiran PMK tentang standar biaya
keluaran. PMK tentang standar biaya keluaran yang
berlaku untuk tahun 2017 adalah PMK Nomor 106/
PMK.02/2016.

3.7.3. Penggunaan Standar Biaya Bagi
PPSPM dalam Menjalankan
Perannya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam
pelaksanaan anggaran, standar biaya berfungsi
sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran (outout). Batas tertinggi artinya
besaran tersebut tidak dapat dilampaui, sehingga
sudah menjadi tugas dari seorang PPSPM untuk

memeriksa SPP yang diajukan oleh PPK.
Pemeriksaan dalam hal ini ditujukan pada dokumen
pendukung SPP seperti kuitansi, daftar nominatif,
surat perikatan kerja, maupun kontrak, apakah
besaran belanja yang dilaksanakan tersebut
melampaui batas standar satuan biaya yang telah
ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya atau
tidak.

Contohnya, SPP pembayaran honor pengelola
keuangan yang dibayarkan per bulan. Honor
pengelola keuangan seperti honor KPA, PPK,
PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan PPABP
dibayarkan per bulan dengan batasan tertinggi
yang tercantum dalam PMK Standar Biaya
Masukan sesuai dengan dana DIPA yang dikelola
Satker tersebut. Sebagai ilustrasi (Gambar 14),
untuk dana DIPA antara Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar,
maka honor KPA paling tinggi yang dapat
dibayarkan adalah Rp 1.970.000,- per bulannya,
dan honor PPK paling tinggi yang dapat dibayarkan
adalah Rp 1.910.000,- per bulannya.
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Gambar 14. Daftar Honorarium Pengelola Keuangan (PMK Nomor 33/PMK.02/2016)
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3.8. Dokumen Yang Perlu Dipahami

oleh PPSPM

Jenis—Jenis SK yang perlu dipahami oleh PPSPM,
antara lain:

1. Terkait pembayaran gaji induk, antara lain®*:

a) Surat Keputusan (SK) terkait dengan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri;

b) SK Pegawai Negeri;

c) SK Kenaikan Pangkat;

d) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala;

e) SK Mutasi Pegawai;

f) SK Menduduki Jabatan;

g) Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas;

h) Surat atau Akta terkait dengan
anggota keluarga yang mendapat
tunjangan;

i) Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP);

j) Surat keputusan yang mengakibatkan
penurunan gaji; dan

k) SK Pemberian Uang Tunggu sesuai
peruntukannya.

2. Terkait pembayaran Gaji susulan, antara lain®®:

a) SK terkait dengan pengangkatan Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;

b) SK Mutasi Pegawai;

c) SK terkait Jabatan;

d) Surat Pernyataan Pelantikan;

e) Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas;

f) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Tunjangan Keluarga;

g) Surat atau Akta terkait dengan
anggota keluarga yang mendapat
tunjangan; dan

h) SKPP sesuai peruntukannya.

3. Terkait pembayaran kekurangan gaji, antara
lain®:

a) SK terkait dengan pengangkatan Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
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b) SK Kenaikan Pangkat;

c) SK Keputusan/Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkalg;

d) SK Mutasi Pegawai;

e) SK terkait Jabatan; dan

f) Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas.

4. Terkait pembayaran uang muka gaji, antara
lain®’:
a) SK Mutasi Pindah;
b) Surat Permintaan Uang Muka Gaji; dan
¢) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Tunjangan Keluarga.

5. Terkait pembayaran honorarium tetap/vakasi

antara lain SK dari Pejabat yang berwenang®.

6. Terkait pembayaran honorarium output kegiatan
antara lain SK dari Pejabat berwenang, yang
terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul
akibat penerbitan surat keputusan dimaksud
dibebankan pada DIPAY.

Dokumen lain yang perlu dipahami oleh PPSPM,
antara lain:

1. Terkait pembayaran uang lembur, antara lain®:

a) Daftar Pembayaran Perhitungan
Lembur dan Rekapitulasi Daftar
Perhitungan Lembur, yang ditandatangani
oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan
KPA/PPK;

b) Surat Perintah Kerja Lembur;

c) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu)
bulan; dan

d) Daftar Hadir Lembur.

5

4

Pasal 42 ayat (2) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012
Pasal 42 ayat (2) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
Pasal 42 ayat (2) huruf ¢ PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
Pasal 42 ayat (2) huruf f PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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Pasal 42 ayat (2) huruf i PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
Pasal 42 ayat (3) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
Pasal 42 ayat (2) huruf g PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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2. Terkait pembayaran uang makan antara lain

daftar perhitungan uang makan yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK®".

3. Terkait pembayaran langganan daya dan jasa
antara lain surat tagihan penggunaan daya dan

jasa yang sah®.

4. Terkait pembayaran perjalanan dinas, antara

lain®:

a) Daftar nominatif perjalanan dinas

(ditandatangani oleh PPK yang memuat
paling kurang informasi mengenai pihak
yang melaksanakan perjalanan dinas,
tujuan, tanggal keberangkatan, lama
perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan
untuk masing—masing pejabat); dan

b) Dokumen pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas jabatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perjalanan dinas dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap.

5. Terkait pembayaran LS kontraktual, antara

lain®:

a.
b.

Bukti perjanjian/kontrak;

Referensi Bank yang menunjukkan
nama dan nomor rekening penyedia
barang/jasa;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/
Barang;

. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya

sesuai ketentuan;

Berita Acara Pembayaran;

Kuitansi yang telah ditandatangani oleh
penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il PMK Nomor 190/
PMK.05/2012;

Faktur pajak beserta SSP yang telah
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara
Pengeluaran;

. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank

atau lembaga keuangan lainnya

sebagaimana dipersyaratkan dalam
peraturan perundangan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah, yaitu:
1) Jaminan Uang Muka yang terdiri dari:
a) Asli surat jaminan uang muka
(Garansi Bank) sesuai contoh pada
Gambar 12;
b) Asli surat kuasa bermeterai
cukup dari PPK kepada Kepala
KPPN untuk mencairkan jaminan
uang muka; dan
c) Asli konfirmasi tertulis dari
pimpinan penerbit jaminan uang
muka sesuai Peraturan Presiden
mengenai Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
2) Jaminan Pemeliharaan; dan

j. Dokumen lain yang dipersyaratkan
khususnya untuk perjanjian/kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/
luar negeri sebagaimana dipersyaratkan

dalam naskah perjanjian pinjaman atau
hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

3.9. Alur Pembayaran Kepada
Pihak Ketiga

Dalam rangka pembayaran kepada pihak ketiga,
PPK melakukan pembuatan komitmen dalam
bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan
barang/jasa dan/atau penetapan keputusan®. Atas
penandatanganan perjanjian/kontrak tersebut, PPK
menyampaikan data perjanjian/kontrak beserta
ADK-nya kepada KPPN untuk dicatatkan ke dalam
Kartu Pengawasan Kontrak KPPN®. Proses

61 Pasal 42 ayat (2) huruf h PMK Nomor 190/PMK.05/2012
62 Pasal 42 ayat (3) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
63 Pasal 42 ayat (3) huruf ¢ PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
4 Pasal 40 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

8 Pasal 29 ayat (2) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
6 Pasal 36 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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pembayaran dimulai pada saat penerima hak
mengajukan tagihan kepada negara atas
perjanjian/kontrak dan/atau penetapan keputusan
tersebut dengan disertai bukti—bukti yang sah. PPK
bertugas untuk menguji tagihan beserta
kelengkapannya tersebut, kemudian menerbitkan
SPP. SPP yang telah ditandatangani PPK beserta
dokumen pendukungnya diajukan kepada PPSPM
untuk diuji kebenaran, keabsahan, dan
kelengkapannya dan selanjutnya diterbitkan SPM
baik dalam bentuk ADK maupun hardcopy. ADK
SPM diberikan tanda tangan elektronik
menggunakan Aplikasi PIN PPSPM.

PPSPM merupakan gerbang terakhir pada Satker
dalam rangka pencairan dana APBN. Oleh karena
itu, diperlukan ketelitian bagi seorang PPSPM
untuk memastikan bahwa dokumen yang dijadikan
sebagai dasar pengajuan pencairan dana ke KPPN
sudah sesuai, baik dalam hal kebenaran,
keabsahan, maupun kelengkapan dari dokumen
yang menjadi persyaratan. PPSPM menyampaikan
SPM, ADK SPM, dan dokumen pendukung SPM ke
KPPN untuk diteliti dan diterbitkan SP2D.
Berdasarkan SP2D tersebut, BUN melakukan
transfer dari rekening kas negara kepada Bank
Operasional yang selanjutnya dikirimkan kepada
rekening pihak penerima sesuai dengan yang
tertera pada SP2D.

3.10. Retur SP2D

APBN dikelola oleh Kementerian Keuangan dan
disalurkan melalui KPPN sebagai Kuasa BUN di
daerah melalui SP2D yang digunakan untuk
menjalankan program-program pemerintah yang
diantaranya adalah pembangunan dan
pengembangan infrastruktur/non-infrastruktur,
pertumbuhan ekonomi, belanja subsidi, dan
berbagai program pemerintah lainnya. Dalam
pelaksanaannya, masih terdapat potensi masalah
yang timbul setelah penerbitan SP2D oleh KPPN.
Salah satunya adalah penolakan SP2D oleh bank
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atau dikenal dengan istilah retur. Yang dimaksud
dengan retur SP2D adalah penolakan/
pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau
transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos
Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim®’.

Pihak Bank memberlakukan aturan yang ketat dan
kaku terkait dengan pemindahbukuan dana. Bank
tidak mempunyai toleransi atas kesalahan/
ketidaksesuaian informasi pada dokumen sumber
yang diterbitkan oleh KPPN yaitu SP2D, baik yang
berupa hardcopy maupun soffcopy. Beberapa
kesalahan yang umum ditemui adalah sebagai
berikut:

1. Kesalahan dalam penulisan nama, alamat,
nomor rekening, atau nama bank yang dituju
pada SP2D (lampiran SP2D) yang
mengakibatkan adanya perbedaan dengan data
pada Bank Operasional. Sehingga
mengakibatkan pemindahbukukan dana atas
SP2D ke rekening penerima ditolak.

2. Terdapat perbedaan antara SPM (hardcopy)
dengan ADK SPM (soffcopy) yang diterima oleh
Bank Operasional, sehingga pihak bank belum
bisa melakukan proses pencairan dana ke
rekening penerima. Perbedaan ini disebabkan
karena adanya perubahan data pada ADK SPM
yang tidak diinformasikan kepada pihak KPPN
sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tidak diperbaharuinya data rekening penerima
ketika mengajukan SPM ke KPPN. Padahal
upaate rekening penerima bertujuan untuk
mengetahui apakah rekening tersebut
merupakan rekening aktif atau rekening pasif.
Selain itu, dengan tidak melakukan update
rekening, maka akan berpengaruh pada
penutupan rekening atau nomor rekening tidak
dapat ditemukan karena dianggap sudah
hangus dan tidak dapat dipergunakan.

67 Pasal 1 angka 35 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014
tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatasusahaan Retur Surat
Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
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Dampak dari terjadinya retur SP2D adalah
terlambatnya/tertundanya pembayaran atas beban
APBN diterima oleh penerima hak pembayaran,
sehingga menghambat proses pelaksanaan
kegiatan. Adapun Satker dalam hal ini mungkin
tidak merasakan secara langsung dampak dari
retur jika SP2D yang dicairkan tujuannya adalah
kepada pihak ketiga, karena dalam LLaporan
Realisasi Anggaran, dana tersebut telah masuk
dalam penyerapan anggaran dan mengurangi DIPA
satker tersebut, akan tetapi apabila dilihat dari
output pekerjaan, dana tersebut belum benar—
benar tersalurkan sehingga bersifat
kontraproduktif.
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Gambar 15. Tugas dan Wewenang PPSPM

Gambar 15 di atas menjelaskan tugas dan
wewenang PPSPM, yang dimulai dengan menguiji
SPP beserta dokumen pendukungnya®. PPSPM
melakukan pengujian atas SPP beserta
kelengkapan dokumen yang diterima dari PPK.
Dalam melakukan pengujian tersebut, PPSPM
diberikan jangka waktu pengujian sehingga
diperlukan kecepatan dan ketelitian seorang
PPSPM. Dalam melakukan pengujian SPP, PPSPM
harus memeriksa 11 elemen pengujian sebagaimana
Gambar 16. PPSPM berhak untuk menolak dan
mengembalikan SPP kepada PPK, apabila SPP
tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
PPSPM melakukan penolakan tersebut secara
tertulis kepada PPK disertai dengan alasan
penoclakannya.

Dalam hal menolak dan mengembalikan SPP,
PPSPM menunggu perbaikan dari PPK sebelum
melakukan pembebanan tagihan pada mata
anggaran yang telah disediakan dan tidak

42

menerbitkan SPM. Sementara itu, apabila hasil
pengujian yang dilakukan oleh PPSPM menyatakan
bahwa SPP beserta kelengkapan dokumennya telah
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, PPSPM
melakukan pembebanan tagihan pada mata
anggaran yang telah disediakan dan menerbitkan
SPM. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM mempunyai
kewajiban untuk menandatangani SPM tersebut
dan memasukan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM
yang diterbitkan sebelum mengajukan ke KPPN.

PPSPM memiliki kewajiban untuk menyimpan dan
menjaga seluruh dokumen hak tagih termasuk SPM
beserta lampirannya. Hal ini berkaitan dengan
kebutuhan akan adanya pemeriksaan di waktu
mendatang. Sehubungan dengan pendelegasian
wewenang dari KPA terkait pengujian tagihan dan
perintah pembayaran, PPSPM mempunyai
kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.

8 Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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Bab ini membahas secara detil tugas dan
wewenang PPSPM seperti Gambar 15. Pertama,
bagaimana seorang PPSPM melakukan pengujian
SPP berdasarkan jenis SPP termasuk menguji
kelengkapan yang diperlukan untuk masing—masing
SPP serta menolak dan mengembalikan SPP
apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan. Prosedur pengujian yang terdapat pada
bab ini merupakan prosedur yang telah diatur
dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012%. PPSPM
juga menguji kebenaran perhitungan tagihan serta
kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang
mempunyai hak tagih, termasuk dalam hal
pemotongan pajak. Pada bagian ini juga akan
dijelaskan bagaimana PPSPM melakukan
pembebanan tagihan pada mata anggaran yang

telah disediakan.

Bagian berikutnya akan membahas mengenai
bagaimana seorang PPSPM menerbitkan SPM dan
menyampaikan SPM ke KPPN. Pada bagian ini juga
akan dibahas mengenai mekanisme koreksi/ralat

SPM dan penyesuaian sisa pagu DIPA. Koreksi
data merupakan proses memperbaiki data
transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil
koreksi membentuk history”. Koreksi/ralat SPM
dilakukan antara lain akibat adanya kesalahan
pembebanan pada mata anggaran yang ditemukan
setelah SPM tersebut diterbitkan SP2D. Sementara
itu, penyesuaian sisa pagu DIPA dilakukan apabila
terdapat kelebihan pembayaran belanja atas beban
APBN setelah mendapat pemberitahuan dari KPA
dan PPK. Kelebihan pembayaran tersebut termasuk
kelebihan pembayaran berdasarkan temuan aparat
pemeriksa.

Bagian terakhir dari bab ini akan membahas
mengenai tugas dan wewenang PPSPM terkait
penatausahaan dokumen dan pelaporan
pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada KPA. Disini akan dijelaskan dokumen apa
Saja yang perlu ditatausahakan oleh PPSPM dan

apa saja yang perlu dilaporkan kepada KPA.

Gambar 16. Cakupan Pengujian SPP oleh PPSPM

4.1. Pengujian SPP

Mekanisme pengujian SPP dan penerbitan SPM
oleh PPSPM meliputi”

(1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian
SPP beserta dokumen pendukung yang
disampaikan oleh PPK.

(2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta
dokumen pendukung SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

6 Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012

70 Pasal 1 angka 2 Perdirjen Perbendaharaan 16 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

7 Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Panduan Teknis PPSPM



menalak dan
mengembalikan

SPP, apabia SPP
tdak  memenuhi

persyaraian

unbuik dibayarkan
menguj Membebankan
kebenaran SPP taghan peda mata
baserta dokumen anggaran yang
pendukung telah disadiakan

menerbitkan SPM

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

melaporkan  pelaksanaan
pengujian dan panntah
pembayaran k2pada KPA

mermympan  dan
men@aga  keutuhan
selndh - dokumen
hak tagih

Gambar 17. Tugas dan Wewenang PPSPM (Pengujian SPP)

a. Pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3); dan

b. Keabsahan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) dan ayat (3).

(3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP
beserta dokumen pendukungnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan,
PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM.

Pengujian terhadap SPP beserta dokumen
pendukung yang dilakukan oleh PPSPM meliputi’®:

a. kelengkapan dokumen pendukung SPP;

b. kesesuaian penanda tangan SPP dengan
spesimen tanda tangan PPK;

kebenaran pengisian format SPP;
d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/
POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;

e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP
dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker;

f.  kebenaran formal dokumen/surat keputusan
yang menjadi persyaratan/kelengkapan
pembayaran belanja pegawai,

g. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang
menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan

Panduan Teknis PPSPM

dengan pengadaan barang/jasa;

h. kebenaran pihak yang berhak menerima
pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan;

kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban
di bidang perpajakan dari pihak yang
mempunyai hak tagih;

J. kepastian telah terpenuhinya kewajiban

pembayaran kepada negara oleh pihak yang
mempunyai hak tagih kepada negara; dan

k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan
ketentuan pembayaran dalam perjanjian/
kontrak.

Selain melakukan pengujian di atas, PPSPM juga
melakukan pemeriksaan dan pengujian keabsahan
dokumen pendukung’®. Pembayaran tagihan
kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan
berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi’:

a. Bukti perjanjian/kontrak;

b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan
nomor rekening penyedia barang/jasa;

c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

72 Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
73 Pasal 40 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
74 Pasal 40 ayat (1) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai
ketentuan;

Berita Acara Pembayaran;

Kuitansi yang telah ditandatangani oleh
penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il PMK Nomor 190/PMK.05/2012
(Gambar 19);

Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)
yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/
Bendahara Pengeluaran;

Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau
lembaga keuangan lainnya sebagaimana
dipersyaratkan dalam peraturan perundang—
undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan/atau

Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya
untuk perjanjian/kontrak yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari
pinjaman atau hibah dalam/luar negeri
sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar
negeri bersangkutan.

Pembayaran tagihan kepada Bendahara

Pengeluaran/pihak lainnya dilaksanakan

berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi’:

a
b.
c.
d.

Surat Keputusan;
Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;
Daftar penerima pembayaran; dan/atau

Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

75 Pasal 40 ayat (1) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Pemeriksaan dan Pengujian
SPP

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam

Keabsahan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal dan ayal (3)
Qg iﬁﬁglggggg

Pasal 17 ayat (3) PMK 190/PMK.05/2012

{ Bendashara Pengeluaran/pihak lainnya untuk Pasal 40
Pasal 40 keperluan belanja pegawai non gaji induk, Ty L
p::mbay:r:r;bs k:gada yin pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas | Szqeur o6
yedia ngjasa atas dasar surat keputusan 2012
1BOFENK 05
dasar kontrak 2012

Pasal 56 ayat (2) PMK 190/PMK.05/2012

Gambar 18. Pemeriksaan dan Pengujian SPP
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KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA :{1)
NomorBukti :{2)
Mata Anggaran  :(3)

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari  : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker .....{4)....ooceae.
Jumliah uvang (21 JOUPOUONN (3 T
Terbilang RSN | ) RRR R Sy ARSI S R SA S r
untuk pembayaran : (7)
a.nXuasa Pengguna Anggaran Tempat/Tgl.(8)
Pejzbat Pembuat Komitmen Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel Tanda tangan
(10) (9)
:\‘lla':;(,vem} Nama Jelas

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

T.Tangan

{11) (Nama Jelas)

NIP/NRP
Gambar 19. Format Kuitansi Pembayaran Langsung
Petunjuk pengisian kuitansi pembayaran teknisnya.
langsung: - .
(8)  Diisi tempat tanggal penerimaan uang.

(1) Diisi tahun anggaran berkenaan. (9)  Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel
(2)  Diisi nomor urut kuitansi/bukti perusahaan (apabila ada) dan meterai

pembukuan. sesuai ketentuan.
(3)  Diisimata anggaran yang dibebani (10) Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/

transaksi pembayaran. NRP pejabat pembuat komitmen serta
(4)  Diisinama satker yang bersangkutan. stempel dinas.
(5)  Diisi jumlah uang dengan angka. (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP

pejabat yang ditunjuk dan
bertanggung jawab dalam penerimaan
barang/jasa.

(6)  Diisi jumlah uang dengan huruf.
(7)  Diisi urcian pembayaran yang meliputi
jumlah barang/jasa dan spesifikasi

Panduan Teknis PPSPM
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4.1.1. Pengujian Berdasarkan Jenis SPP
4.1.1.1. SPP LS Belanja Pegawai

Pada bagian ini, dibahas bagaimana PPSPM
melakukan pengujian terhadap kelengkapan
dokumen SPP LS Belanja Pegawai antara lain SPP

Gaji Induk, SPP Gaji Susulan, SPP Kekurangan Gaji,

SPP Terusan Penghasilan Gaji, SPP Uang Muka
Gaji, SPP Uang Lembur, SPP Uang makan, dan
SPP Honorarium Tetap/Vakasi. Pengujian terhadap
SPP LS Belanja Pegawai dilakukan sesuai dengan
pengujian yang diatur dalam PMK Nomor 190/
PMK.05/2012, tetapi tidak termasuk pengujian
terhadap kebenaran formal dokumen/surat bukti
yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan pengadaan barang/jasa dan
kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjian/kontrak’®.

Berkaitan dengan pengujian tersebut, yang
membedakan untuk masing—masing jenis SPP
adalah pengujian terhadap kelengkapan dokumen
pendukung SPP. Kelengkapan dokumen SPP LS
Belanja Pegawai diatur sebagai berikut:

A. SPP Gaji Induk

Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin
bulanan kepada pegawai negeri yang telah
diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan
surat keputusan sesuai ketentuan perundang—
undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok
dan tunjangan yang melekat pada gaji”’.

Kelengkapan pembayaran Gaji Induk diatur sebagai
berikut’®:

1. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan
Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani
oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan
KPA/PPK;

2. Daftar Perubahan data pegawai yang

ditandatangani PPABP;
Daftar Perubahan Potongan;

4. Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk
pembayaran gaji yang dilaksanakan secara
langsung pada rekening masing—masing
pegawai;

5. Copy dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala
Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat
Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan
Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK
Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK
Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait
dengan anggota keluarga yang mendapat
tunjangan, Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan yang
mengakibatkan penurunan gaji, serta SK
Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya.

6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai; dan

8. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh)
Pasal 21.

B. SPP Gaji Susulan

Gaji Susulan adalah gaji yang dibayarkan menyusul
tidak bersamaan dengan gaji induk. Hal tersebut
pada umumnya disebabkan pegawai yang
menerima gaji susulan tersebut mengalami
perpindahan tempat tugas atau perpindahan unit
pembayar gaji.

76 Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
77 Pasal 1 angka 40 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
78 Pasal 42 ayat (2) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Panduan Teknis PPSPM



Kelengkapan pembayaran Gaji Susulan yang
dibayarkan sebelum gaji pegawai yang
bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, diatur
sebagai berikut’®:

1. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji
Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan
yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2. Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;

3. Copy dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala
Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK
terkait dengan pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi
Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan
Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait
dengan anggota keluarga yang mendapat
tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya;

4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai; dan

6. SSP PPh Pasal 21.

Kelengkapan pembayaran Gaji Susulan yang
dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan
masuk dalam Gaji Induk, diatur sebagai berikut®:

1. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji
Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan
yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2. Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;

ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai; dan

5. SSP PPh Pasal 21.

Panduan Teknis PPSPM
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C. SPP Kekurangan Gaji

Kekurangan Gaji merupakan selisih kekurangan
pembayaran pada Gaji Induk yang dibayarkan
sebelumnya. Pembayaran Kekurangan Gaji antara
lain terjadi karena adanya kenaikan gaji PNS,
kenaikan pangkat/golongan, dan kenaikan gaji
berkala.

Kelengkapan pembayaran Kekurangan Gaji diatur
sebagai berikut®":

1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar
Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar
Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh
PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/
PPK;

2. Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;

3. Copy dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala
Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK
terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai
Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat,
Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan
Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas;

4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai; dan

6. SSP PPh Pasal 21.
D. SPP Terusan Penghasilan Gaji

Terusan Penghasilan Gaji adalah gaji yang
dibayarkan kepada ahli waris sehubungan dengan
meninggal dunianya pegawai negeri. Gaji yang
dibayarkan sebesar gaji terakhir yang dibayarkan.

79 Pasal 42 ayat (2) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
8 Pasal 42 ayat (2) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
81 Pasal 42 ayat (2) huruf ¢ PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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Kelengkapan pembayaran Terusan Penghasilan
Gaji diatur sebagai berikut®:

1. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji,
Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gayji,
dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan
Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,
Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2. Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh PPABP;

3. Copy dokumen pendukung yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang
berwenang berupa Surat Keterangan Kematian
dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk
pembayaran pertama kali;

4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai; dan

6. SSP PPh Pasal 21.
E. SPP Uang Muka Gaji

Uang Muka Gaji adalah uang yang diberikan
kepada pegawai negeri sehubungan dengan
perpindahan tempat tugas dalam bentuk pinjaman
tanpa bunga. Untuk cicilan pembayarannya
dilakukan melalui pemotongan pada Gaji Induk
bulanan.

Kelengkapan pembayaran Uang Muka Gaji diatur
sebagai berikut®:

1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji,
Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan
halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2. Copy dokumen pendukung yang telah
dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang
berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat
Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan
Keluarga;

3. ADK terkait perubahan data pegawai; dan

4. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai
sesuai perubahan data pegawai.

F. SPP Uang Lembur

Kelengkapan pembayaran Uang Lembur diatur
sebagai berikut®:

1. Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan
Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur, yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

Surat Perintah Kerja Lembur;

Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;
Daftar Hadir Lembur; dan

SSP PPh Pasal 21.

ok LN

G. SPP Uang Makan

Kelengkapan pembayaran Uang Makan diatur
sebagai berikut®:

1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang
ditandatangani olen PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan

2. SSP PPh Pasal 21.
H. SPP Honorarium Tetap/Vakasi

Kelengkapan pembayaran Honorarium Tetap/
Vakasi diatur sebagai berikut®:

1. Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang
ditandatangani olen PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2. SK dari Pejabat yang berwenang; dan

3. SSP PPh Pasal 21.

82 Pasal 42 ayat (2) huruf e PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
8 Pasal 42 ayat (2) huruf f PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
84 Pasal 42 ayat (2) huruf g PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
8 Pasal 42 ayat (2) huruf h PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
8 Pasal 42 ayat (2) huruf i PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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4.1.1.2. SPP LS Non Kontraktual Pengeluaran;

A. SPP Honorarium Output Kegiatan 3. SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran; dan
Kelengkapan pembayaran Honorarium Ot 4. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada

; : : et 1167
Kegiatan diatur sebagai berikut™: angka (1) dilampirkan pada awal pembayaran

dan pada saat terjadi perubahan surat
keputusan.

1. Surat Keputusan yang terdapat pernyataan
bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan
surat keputusan dimaksud dibebankan pada
DIPA;

2. Daftar nominatit penerima honorarium yang
memuat paling sedikit nama orang, besaran
honorarium, dan nomor rekening masing—
masing penerima honorarium yang
ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara

B. SPP Langganan Daya & Jasa

Kelengkapan pembayaran Langganan Daya dan
Jasa, dilengkapi dengan surat tagihan penggunaan
daya dan jasa yang sah (bukti tagihan)®®, contoh
dapat dilihat pada Gambar 20.

87 Pasal 42 ayat (3) huruf a PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
8 Pasal 42 ayat (3) huruf b PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Gambar 20. Contoh Bukti Tagihan Langganan Daya & Jasa
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INFORMASI TAGIHAN
LISTRIK
Kepada Yth ID Pelanggan b1 Homeiioes
KANTON ABRARLS Rekening Bulan Mei 2014
L DORWANET NETTL b BT BN O Tarif/Daya P1/16500
FKT kWh/kVarh/FRT 1/0
Jam Nyala/Fak K 182.2
Catatan Meter Tanggal LWBP wap TOTAL kVarh
St Meter Akhir 03-05-2014 7709 0 0
St Meter Awal 03-04-2014 4702 0 (1)
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C. SPP Perjalanan Dinas

Kelengkapan pembayaran Perjalanan Dinas diatur
sebagai berikut®:

a. perjalanan dinas jabatan yang sudah
dilaksanakan, dilampiri:
a) Daftar nominatif perjalanan dinas; dan
b) Dokumen pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas jabatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perjalanan dinas dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap.
b. perjalanan dinas jabatan yang belum
dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif
perjalanan dinas.

c. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK
yang memuat paling kurang informasi
mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan
dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan,
tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas,
dan biaya yang diperlukan untuk masing—
masing pejabat.

d. perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan
dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas pindah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat
negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak
tetap.

D. SPP Pengadaan Tanah

Kelengkapan pembayaran Pengadaan Tanah diatur

sebagai berikut™:

1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang
ganti kerugian yang memuat paling sedikit
nama masing—masing penerima, besaran uang,
dan nomor rekening masing—masing penerima;

2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah;

3. Bukti pembayaran/kuitansi;

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun
transaksi;

5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut
tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam
agunan;

6. Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang
disengketakan bahwa Pengadilan Negeri
tersebut dapat menerima uang penitipan ganti
kerugian, dalam hal tanah sengketa;

7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa
rekening Pengadilan Negeri yang menampung
uang titipan tersebut merupakan Rekening
Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa;

8. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau
penyerahan tanah;

SSP PPh final atas pelepasan hak;
10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan

11. Dokumen—dokumen lainnya sebagaimana
dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan tanah.

4.1.1.3. SPP LS Kontraktual

Kelengkapan pembayaran SPP LS Kontraktual
(Penyedia Barang/Jasa) meliputi®":
1. Bukti perjanjian/kontrak;

2. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan
nomor rekening penyedia barang/jasa;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;/jasa;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai
ketentuan;

89 Pasal 42 ayat (3) huruf ¢ PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
% Pasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
91 Pasal 40 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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6. Berita Acara Pembayaran;

7. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh
penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il PMK Nomor 190/PMK.05/2012;

8. Faktur pajak beserta SSP yang telah
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara
Pengeluaran;

9. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau
lembaga keuangan lainnya sebagaimana
dipersyaratkan dalam peraturan
perundangan tentang pengadaan barang/
jasa pemerintah; dan/atau

10. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya
untuk perjanjian/kontrak  yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari
pinjaman atau hibah dalam/luar negeri
sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar
negeri bersangkutan.

4.1.1.4. SPP UP/TUP

Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional sehari—-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung. UP pada dasarmya
merupakan uang BUN yang dititipkan kepada
Bendahara Pengeluaran dalam rangka membiayai

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

kegiatan operasional sehari—hari Satker.

UP dapat digunakan untuk pengeluaran belanja
barang (jenis belanja 52), belanja modal (jenis
belanja 53), dan belanja lain-lain (jenis belanja 58)
maksimal senilai Rp50.000.000,00. Jumlah pagu
belanja yang dapat dimintakan UP adalah sebesar
penjumlahan nominal pagu untuk jenis belanja 52,
53, dan 58.

Uang yang dititipkan tersebut akan membebani
anggaran ketika dipertanggungjawabkan melalui
SPM Penggantian Uang Persediaan (GUP). Adapun
batasan—batasan pemberian UP ditentukan sesuai
batasan yang diilustrasikan pada Gambar 21.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang
muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP
yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pengertian
tersebut, TUP digunakan dalam hal pagu UP tidak
cukup untuk menyelenggarakan kegiatan yang
mendesak dalam waktu 1 (satu) bulan dan harus
dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah TUP dicairkan melalui SPM
Pertanggungjawaban TUP (PTUP). Uang yang
dipinjamkan tersebut akan membebani mata
anggaran yang digunakan dalam SPM PTUP saat
SPM tersebut diterbitkan SP2D.

Pemberian Uang Persediaan @

 Pagu Belanja yang Dupat Dibayarkan Melalui UP
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Gambar 21. Batasan Pemberian UP Berdasarkan Nilai Pagu DIPA
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A. SPP UP

Kelengkapan pembayaran SPP UP meliputi
perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari
Bendahara Pengeluaran®.

B. SPP GUP

Kelengkapan pembayaran SPP GUP meliputi®:
1. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;

2. Surat perintah bayar (SPBy) dilampiri dengan

bukti pengeluaran® berupa:

a. kuitansi/bukti pembelian yang telah
disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP; dan

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa
atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan PPK.

SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan

4. Perjanjian/Kontrak beserta faktur pajaknya
dilampirkan untuk nilai transaksi yang harus

menggunakan perjanjian/Kontrak sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang—undangan

mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penggantian UP dilakukan sepanjang dana yang

dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam
DIPA% dan apabila UP yang telah digunakan paling

sedikit 50% (lima puluh persen)®.

C. SPP GUP Nihil

Penerbitan SPP GUP Nihil dilakukan dalam hal®’:
1. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan

dengan UP minimal sama dengan besaran UP

yang diberikan;

2. sebagai pertanggungjawaban UP yang
dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau

3. UP tidak diperlukan lagi.

Kelengkapan pembayaran SPP GUP Nihil meliputi®:

1. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;

2. Surat perintah bayar (SPBy) dilampiri dengan

bukti pengeluaran® berupa:

a. kuitansi/bukti pembelian yang telah
disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP; dan

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa
atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan PPK.

3. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
D. SPP TUP

Kelengkapan pembayaran SPP TUP meliputi'®:

1. Rincian penggunaan dana yang ditandatangani
oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;

2. Surat pernyataan (Gambar 22) dari KPA/PPK
yang menjelaskan hal-hal sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 47 ayat (2) PMK
Nomor 190/PMK.05/2012, meliputi:

a. digunakan dan dipertanggungjawabkan
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan; dan

b. tidak digunakan untuk kegiatan yang
harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

3. Surat permohonan TUP yang telah memperoleh
persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

92 Pasal 50 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
9% Pasal 52 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
9 Pasal 51 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
% Pasal 43 ayat (7) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
% Pasal 42 ayat (8) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
9 Pasal 54 ayat (1) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
9% Pasal 52 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
% Pasal 51 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
100 Pgsal 55 ayat (1) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
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E. SPP PTUP b. nota/bukti penerimaan barang/jasa
atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan PPK.

1. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; 3. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

2. Surat perintah bayar (SPBy) dilampiri dengan

Kelengkapan pembayaran SPP PTUP meliputi'":

bukti pengeluaran’ berupa:
a. kuitansi/bukti pembelian yang telah 101 Pasal 52 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.
disahkan PPK beserta faktur pajak dan 102 Pasal 51 ayat (2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

SSP; dan

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

SURAT PERNYATAAN
Nomor : ).9.9.0.0.0.¢

Schubungan dengan pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan (TUP) ssbesar Rp. 999.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan di
bawan ini:

1. Nama e S A I T e s AR SR R

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

3. Satuan Kerja et e (FODOOEX)
4. Kementerian Negara/Lembaga :........cccovivvvmrminrmanianinrinne (o)

5. Unit Organisasi SR R RN held

dengan ini menyatakkan bahwa:

I. Sebagian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar
Rp.999.999.999.00:

2, Sisa dana TUFP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal ........;

3. Sisa dana TUP yang tidale diperlukan lagi akan disctor ke lkas negara paling lambat

......................... 20XX

Gambar 22. Contoh Surat Pernyataan KPA Untuk Pengajuan TUP
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4.1.1.5. Format SPP dan Petunjuk
Pengisiannya

Pada awal bab, telah dijelaskan pengujian SPP dan
dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Gambar 23 di bawah ini merupakan ilustrasi yang
dapat membantu untuk memahami pengujian
berdasarkan jenis SPP yang dihasilkan dari Aplikasi
Sistem Aplikasi Satker (Aplikasi SAS) melalui user
PPK.
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Gambar 23. Format SPP dan Petunjuk Pengisiannya

Untuk pengujian terkait SSP yang menjadi
persyaratan/kelengkapan dokumen pendukung
SPP, Gambar 24 di bawah ini memberikan

informasi detil mengenai SSP. SSP dihasilkan
melalui Aplikasi SAS melalui user PPSPM dan
Aplikasi GPP melalui user PPABP.

Panduan Teknis PPSPM



L TATA CARA PENGISIAN

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

SSP PPN | smar sevonampain | ijj
TDRST S PR (SSP) s
o e N
e e s = NPWP. Nama, Alamat
e — Rekanan
_ama e g
v =S Sk p A e A 1
[
Koda Akun Pajak 411211 PRV .
; S Moy e S B
q = boobod L
o P L == RIS
TP
T T e — T T r— o T
e B Les e L e it ed
o b s e .

P e

L L

-

B L e i S

S o v —

e ek Toit Mrmare Pt P et h e e et
ARG VIATES ST P AR Y

Gambar 24. Format SSP dan Petunjuk Pengisiannya

4.1.2. Pemotongan Pajak Oleh PPSPM

Salah satu pengujian SPP yang dilakukan oleh
PPSPM vyaitu menguji kebenaran perhitungan serta
kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang
mempunyai hak tagih. PPSPM berperan sebagai
wajib potong terhadap setiap tagihan belanja
negara yang merupakan objek pajak. Menurut
Undang—-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang—Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang—-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang—

Panduan Teknis PPSPM

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang—Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan dan berpedoman
pada buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi
2016, secara umum jenis pajak yang merupakan
objek pajak di Satker antara lain: PPh pasal 4 ayat
(2), PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh
pasal 26, PPN, dan Bea Meterai.

4.1.2.1. PPh Pasal 4 ayat (2)

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain
melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang
bersifat final atas penghasilan tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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Janis Pajak Objek Pajak Tanf
PPh Pasal 4 Sewa Tanan dandatau Bangunan A% % Jumiah 3ads
ayat(2) Fengaihan Hzk prrgalnan hak atas tanah danfates banpunan selain | 25% x Jumlah Brato
{411120) wlas Tarah pergslinan bak alse lanal davaiar banguisn beraga
canEau Rumsh Sederbana stau Ruemsh Susur Sederhans vang
EBangunsn usala gokoways melskudan pengalhisn hsk &as lansh

dandalau bagunsn |

pergalinan hax stas bansh can'masu beagunan kepads 0% 2 Jomian Boowo
pamarntah, badan Lzans MK Negara ¥any mesanst

parugasan khusus dar 2amarntah, atan bhacan usana milk

dasrah yang mendspal asnusasan Kusus dat kassla

dasrah SREUAL LNERN-UNAANg ¥RNg MENgatr marganal

p=rgacaar temah bagi sembangunan uiivk kep=ntrgan

umum
Jaga Konstnaxs! Parancanssn dan  Fengusana Korsiues 48 X Jamian Bnse
FPangaviasan Konsiraks Fengusaha Tanpa Kualdkasz: | 8% x Juman Brita
Usahas
Palaksanazn Konstraks Fenjuzaha Kualfkaz Uszaha 2% x Juman Bruta
Kl
Pergueaha Selgin Kualifikasi - 3% 2 Juinian Bode
Uzaha Kecil
Penguzaha Tanga Kualifkas! | 4% X Jumian Bnve
Uzaha

Tabel 5. Tabel PPh Pasal 4 ayat (2)

4.1.2.2. PPh Pasal 21 dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan pembayaran lainnya dengan nama apapun

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi

melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Awnes Pank Jnitks Pash
| PPh Fasal 21 ~ogaeal Tatao Pangwslan Terabor Tarf Fasal 17 x IFanghasian
| 1121 hele  PIE=)
Banawsian 3% | PNE Gocnaanldanll | UtexPorghasingnte |
Termur PNE Gacngan || §% x Perghazian Snro !
| NS Gaengan W TS x Pwrghwsiben Bt |
Tagawnl Teek Telog  Buwoan Taef Pasel 17 ¢ [Fanghacisnn
hate - PTES)
kanan | Perghasian 2nso Tart Pasal 17 x Fanghaslan |
Hplxaeo Ll e Erute J
| Rp2 500.0CC,00 Rpd50.000)
Perghaslan 2nso Tart Pazal 17 [Fanghastan
Rp2 S00.CCC,00 =e. Brute -
Ra10 200.00C,00 PTKP haran) |
| Pweghmsban Soa Lulkin Tt £ Paanl 17 ¢ (Pungivsing |
Dad R2102CC.C00,20 Brulz -
FIKF]
Sukar Caguani - Barksaiwrbungan CToef Paasl 17 ¢ (305,
Pangrxatan Bruta - PTR=
_ buksren) kumuatd |
Dabazina—bungsn Tidsk Memoaro ek PTEP TarfPasal 17 < S0% '
Pungrosinn Feala cumubdil ‘
Titluk Anrkweinarvroun Tk Puesl 17 < 50% 1
. Pangealan Bnda i
Sazarta Aegixan Tart Pazal 17 x Pargasian I
Bruts

Tabel 6. Tabel PPh Pasal 21
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4.1.2.3. PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan
dengan pembayaran atas pembelian barang
seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan
barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

tidak dilakukan dalam hal:

1.

Pembelian barang dengan nilai pembelian
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dengan tidak dipecah—pecah dalam
beberapa faktur;

Paiak el b 5 ok 2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,
ajak penjual barang. Besarnya pajak yan
_J Py d / .p J yand pelumas, air minum/PDAM, dan benda—-benda
dipungut adalah 1,5% harga beli (tidak termasuk 0os; dan
PPN). Besarnya pajak yang dipungut terhadap 5 b ’b . oolian b
Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok - rembayaran untux pembetian barang
Wayjib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan
()
J. : gg P B ) Operasional Sekolah (BOS).
daripada yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang
Jenis Pagak Objek Pajak Tarit Jenis Pagak
PPh Pasal 22 Salana Barang | Mampuaysl NFWH | L5 NS Parbayarsn
(491122) | Tiza< Mampuryal NSWF | 3% x Nial Pambayaran

Sangaciialan

| Pambayaan 3k Balan|s Barang cangan namnal s d Ra? 000 160

| Pamiaayaran aas pambalian gabahbaras
L_Perrbay:_rm 235 perbeliar 30K, REG, pe'umas, benda pos. penakaian ain dan |stik
| Pambelian sarang atas panpaunaan dana 5OS

Tabel 7. Tabel PPh Pasal 22

4.1.2.4. PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan
pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta (selain tanah dan/atau
bangunan); dan

: . _ 3. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
pajak atas penghasilan yang dibayarkan olef manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain.
bendahara kepada pihak lain, antara lain terhadap:

1. Rovyalti, hadiah/penghargaan;
Jenis Pajak Objek Pajak Tarif Jenis Pajak
PPh Pasal 23  Jasa dan Sewa selain Mempunyai NPWP 2% x Jumlah Bruto
(411124)  Tanah dan/atau Bangunan | Tidak Mempunyai NPWP | 4% x Jumlah Bruto
Royalti Mempunyai NPWP 15% x Jumlah Bruto

' Tidak Mempunyai NPWP | 30% x Jumlah Bruto

Tabel 8. Tabel PPh Pasal 23
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Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah:

1. Untuk jasa katering adalah seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh bendahara kepada Wajib
Pajak penyedia jasa katering;

2. Untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh
jumlah penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh bendahara kepada Wajib
Pajak penyedia jasa, tidak termasuk:

a. pembayaran gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia
tenaga kerja kepada tenaga kerja yang
melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak
dengan pengguna jasa;

b. pembayaran kepada penyedia jasa
atas pengadaan/pembelian barang atau
material yang terkait dengan jasa yang
diberikan;

C. pembayaran kepada pihak ketiga yang
dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait
jasa yang diberikan oleh penyedia jasa;
dan/atau

d. pembayaran kepada penyedia jasa
yang merupakan penggantian
(reimbursement) atas biaya yang telah

Jenis Pajak

Objek Pajak

dibayarkan penyedia jasa kepada pihak
ketiga dalam rangka pemberian jasa
bersangkutan.

4.1.2.5. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas
penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Subjek Pajak luar negeri. Bendahara pemerintah
wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dalam
hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak luar
negeri. PPh Pasal 26 dihitung dengan cara
mengalikan tarif PPh sebesar 20% (dua puluh
persen) dengan penghasilan bruto yang diterima
atau diperoleh Subjek Pajak luar negeri.

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang bersifat final,
namun dalam hal Wajib Pajak luar negeri yang
menerima penghasilan berubah status menjadi
Wayjib Pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari), PPh
Pasal 26 yang telah dipotong dan dibayar menjadi
bersifat tidak final (merupakan kredit pajak).

Tanf

PPh Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negerl | 20% x Penghasilan Bruto

(411127)

Tabel 9. Tabel PPh Pasal 26
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4.1.2.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN
merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas
setiap transaksi pembelian barang atau perolehan
jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis
kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas,
pembelian komputer, pembelian mesin absensi
pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa
pemasangan mesin absensi, perolehan jasa
perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas
tenaga keamanan. Besarnya pajak yang dipungut
adalah 10% dari dasar pengenaan pajak.

Beberapa transaksi pembelian barang dan
perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu
dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah—pecah;

Jenls Pajak Chjek Pajak
PPN Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa
{(411211) Kena Pajak

Pengecualian

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

2. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali
pembayaran atas penyerahan tanah oleh rea/
estate atau industrial estate;

3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
yang menurut ketentuan perundang—undangan
yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai;

4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan Bukan Bahan Bakar Minyak
(Non-BBM) oleh PT Pertamina (Persero);

5. Pembayaran atas rekening telepon;

6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang
diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan

7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang
atau jasa yang menurut ketentuan perundang—
undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

Tarit
10%: x Dasar Pengenaan Pajak

Penyerahan nominal 5.d. Rp1.000.000,00

Pembayaran uniuk pembebasan tanah, selain kepada
raalindustnal estate

Pembayaran atas BKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan
alau dak dipangut

Pembayaran atas penyerahan BBEM dan non-BBM ocleh
PT Pertamina (Perserc)

Pembayaran atas rekening telepon

Pembayaran atas ja3a angkutan udara

Tabel 10. Tabel PPN

Panduan Teknis PPSPM
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4.1.2.7. Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan

terhadap dokumen yang menurut Undang— Undang

Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada

prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea
meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai
nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang
bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di
muka pengadilan.

Jenis Pajas Objek Pajak Tanf
Bea Meteral Surat peran]ian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan uniuk digunakan Rp6.000,00
(491811) schagai alat pemtuktian mengenal perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang
bersifat cerdata
| Akra-akta notaris termasuk salinannya. Re6.000.00
Akla-akla yang dbuasl cleh Peabal Pembual Akla Tanah lernasck rangkap- Rp8.000,00
rangkapnya.
Surat yang merndat jumlah uang, eepesi 0e.d. Rp252.000,00 -
kuitansi, OWing statement, dil. Rp250.000,00 3.4. Rp3.000,00
Rp1.000 200,00
Lekih dan Rp® D20.000,00 Re6.000,00
Surat bermargas seperti wessl, prornes, dan 0 s Rp250.000,00 - |
aksep. Rp250.000,00 5.d. Rp3.000,00
Rp1.0040.200,00
Labih dan Rp* 000.000.00 Rp6.000,00 |
| Cek dan bilyel giro. Rp3.000,00
Efek alau sekumpulan efek dengan nama  sampai dengan Rp3.000,00
dan dalam bentux apapun. Rp1.000.C00,00
letih dari Rp 1.000.000,00 Re6.000.00
Cekumen yang akan dgunakan sebiagal alat pembuiktian di muka Pengadian. Rp6.000,00 |

Tabel 11. Tabel Bea Meterai

4.1.3. Persetujuan/Penolakan SPP

PPSPM dapat menolak atau menyetujui SPP yang

kepada PPK dengan alasan dokumen pendukung
tagihan tidak lengkap dan benar. Dalam hal PPSPM
menolak/mengembalikan SPP karena dokumen

diterbitkan oleh PPK. Apabila PPSPM menyatakan
SPP beserta dokumennya sudah sesuai dan
lengkap, PPSPM kemudian menerbitkan SPM.

PPSPM dapat menolak SPP dan mengembalikan

mengu)
kebanaran SPP
basaria dokumen
pandukung

menalak  dan

mengembalikan
SPP, apebia SPP
tdak  memenuhi

persyaratan
untui dibayarkan

Membebankan

anggaran
telah disediakan

taghan peda mata
yang

pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka
PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.

melaporkan  pelaksanaan
pengujian dan panntah
pembayaran kepada KPA

7

mermympan  dan
mergage  keutuhan
selndh - dokumen
hak tagih

Gambar 25. Tugas dan Wewenang PPSPM (Persetujuan/Penolakan SPP)
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Contoh Penggunaan Aplikasi SAS Dalam
Persetujuan/Penolakan SPP dapat dilihat sebagai
berikut:

1.

Pilih menu SPM > Catat, Batal, dan Hapus SPM
seperti pada tampilan Aplikasi SAS di Gambar
26;

Klik <Catat SPM> untuk menyetujui SPP atau

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

<Batal SPM> untuk menolak SPP melalui
pembatalan SPM kemudian pilih SPP yang akan
disetujui/ditolak kemudian pilih <OK> seperti
pada tampilan Aplikasi SAS pada Gambar 27;

Melakukan proses penerbitan SPM apabila SPP
disetujui atau memberitahukan kepada PPK
apabila SPP ditolak.

Gambar 26. Tampilan Menu Catat, Batal, dan Hapus SPM pada Aplikasi SAS

Goge M L mm Wewal bewee B0 viw Y25 a6 Fedar: i

T 7 YT U
e

vy e RO | Al et |

Gambar 27. Tampilan Form Catat, Batal, dan Hapus SPM pada Aplikasi SAS
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4.1.4. Pembebanan Tagihan

Menale< far
menjemaeikan
SPP. apsbia SPP
izak meTerub
rarsyara.zn uilak
'Jibayuuf'm

’

Mznjuji ksbenzman

Mombebangzn
S9F besarla tagihan paca mata
vokuman angaaran vang
perdukng telah sisediakan

Menartit<an SPM

Melapar«sn palzksansan
psngujan dan perntah
psmbayaran kepada KPA

5

Mesiyimzan dan
mejaga keutunan
selrvh dekumen
hak taqir

Gambar 28. Tugas dan Wewenang PPSPM (Pembebanan Tagihan)

Tugas dan wewenang PPSPM yang ketiga adalah
membebankan tagihan pada mata anggaran yang
disediakan' (Gambar 28). Proses ini dilaksanakan
setelah pengujian SPP dan sebelum menerbitkan
SPM. Pengujian terhadap SPP beserta dokumen
pendukung yang dilakukan oleh PPSPM antara lain
menguji kesesuaian kode BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker'™ dan
ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker'®.
Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud
termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan
kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya'®. Berdasarkan uraian tugas
tersebut, dapat disarikan bahwa yang perlu
diperhatikan oleh PPSPM dalam melakukan
pembebanan antara lain:

1. Kebenaran jumlah belanja/pengeluaran
dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan
dengan jumlah bersih dalam SPM sebagaimana
dijelaskan pada Suplemen Pengujian Kebenaran
Perhitungan pada Gambar 29;

2. Ketersediaan dana pada kegiatan/outout/jenis

belanja dalam DIPA/POK sebagaimana
diilustrasikan pada Suplemen Pengujian
Ketersediaan Pagu pada Gambar 30;

3. Kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/

kontrak atau perubahan data pegawai; dan

4. Kesesuaian tagihan dengan bukti—bukti

pengeluaran untuk SPM-GUP dan SPM-PTUP.

103 Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ PMK Nomor 190/PMK.05/2012
104 Pasal 17 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012
105 Pasal 17 ayat (3) huruf e PMK Nomor 190/PMK.05/2012
106 Pasal 17 ayat (4) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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Gambar 29. Cara Menghitung Jumlah Bersih SPM
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Gambar 30. Cara Memeriksa Ketersediaan Pagu DIPA
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4.2. Penerbitan SPM dan Penyampaian SPM Ke KPPN

Menclas zan
mengemaaikar
SPP apshia SPP
firak memer.h
rerayareizn untak
dibsyar<an

Menguj kehenasan Membebankan

SPF besarta tagihan pada mata
cakumen anxaran yang
perducing telsh o sad aken

Menertilkan SPW

Meaparkan pelagsanaan
pengujian gan periatak
pembayaran kesada K24

5

“enyimpan can
mrenja3a keutahan
s2lurun do<umen
has tagih

Gambar 31. Tugas dan Wewenang PPSPM (Penerbitan SPM)

Setelah memahami tugas dan wewenang PPSPM
terkait pengujian SPP, penolakan dan
pengembalian SPP, dan pembebanan tagihan pada
mata anggaran yang telah disediakan pada bagian
sebelumnya, langkah selanjutnya yang akan
diuraikan pada bagian ini yaitu melaksanakan
penerbitan SPM termasuk jangka waktu penerbitan
serta penyampaian SPM ke KPPN (Gambar 31).

Bagian ini menyajikan gambaran proses pada saat
SPP beserta dokumen pendukung yang diterima
dari PPK telah diuji kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku, maka PPSPM menerbitkan SPM melalui
Aplikasi SAS. SPM yang diterbitkan tersebut wajib
ditandatangani baik menggunakan tanda tangan
basah maupun tanda tangan elektronik
menggunakan Aplikasi Injeksi PIN sebelum dikirim
ke KPPN. PPSPM menyampaikan SPM beserta
dokumen pendukungnya baik berupa hardcopy SPM
maupun ADK ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

4.2.1. Penerbitan SPM

Setelah hasil pemeriksaan dan pengujian yang
dilakukan PPSPM terhadap SPP beserta dokumen
pendukung yang disampaikan oleh PPK telah
memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan dan
menandatangani SPM'”.

Sesuai ketentuan dimaksud, penerbitan SPM oleh
PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang
disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan' dengan
prosedur sebagai berikut:

1. Membuat dan menerbitkan SPM dengan
menggunakan Aplikasi SAS sebagaimana
diilustrasikan sebagai berikut:

a. Login ke dalam Aplikasi SAS
menggunakan user dan password PPSPM;

b. Pilih menu SPM>Catat, Batal, dan
Hapus SPM (Gambar 32);

c. Klik <Catat SPM> kemudian pilih SPP
yang sudah disetujui dan akan diterbitkan
SPM kemudian masukan nomor dan tanggal
SPM kemudian <simpan> (Gambar 33);

"Y' Pasal 56 ayat (1) dan (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
198 pasal 53 ayat (1) dan (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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d. Cetak SPM melalui menu SPM>Cetak PPSPM terhadap ADK SPM melalui Aplikasi
SPM kemudian pilih SPM yang akan dicetak Injeksi PIN tersebut wajib dilakukan oleh
lalu klik <proses> (Gambar 34); penerbit SPM yang sah;

e. Buat ADK SPM melalui menu 3. Format SPM dibuat sesuai dengan lampiran
Utiliti>Transfer SPM ke KPPN kemudian pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 (Gambar
pilih ADK SPM dan tentukan direktori 35) dengan petunjuk pengisian; dan
penyimpanan lalu klik <Transfer> (Gambar

4. Dalam penerbitan SPM tersebut, PPSPM
bertanggung jawab atas:
a. keamanan data pada aplikasi;
b. kebenaran SPM dan kesesuaian antara

34);
f. Melakukan injeksi PIN PPSPM
terhadap ADK SPM melalui Aplikasi Injeksi

PIN; dan data pada SPM dengan data pada ADK
g. ADK SPM siap dikirimkan ke KPPN. SPM- dan
2. Mengacu pada poin 1 huruf f bahwa injeksi PIN c. penggunaan PIN pada ADK SPM.

Pagu SPM Moontoring Referensi!  Referensi il RPD Manan (8PS}  Uniliti  Peraturen  Keduar

.- gan Hapus SFM
Ruﬁwwwm
R U H SPM imbalan Bunge
RUHSPIBBLY

R U H SPM Pengesahan Hibah
Pemyesuaian SP38 BLU

Cetak SPM

Cetaic Daftar Lampoan

Cetak SPT)

vt BEESNE | we noemit |

e RS

Gambar 32. Tampilan Menu Catat, Batal, dan Hapus pada Aplikasi SAS
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Gambar 33. Tampilan Form Cetak SPM pada Aplikasi SAS
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Gambar 34. Tampilan Transfer ADK SPM pada Aplikasi SAS
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Gambar 35. Contoh Format SPM

Format SPM sebagaimana Gambar 34 diterbitkan
oleh PPSPM melalui Aplikasi SAS, tidak disusun
secara manual. Namun demikian, penting bagi
PPSPM untuk mengetahui dan memahami setiap
unsur data dalam SPM sebagaimana Petunjuk

Pengisian SPM di bawah ini: (4)

(1) Diisi uraian nama Kementerian Negara/

(5)

urut oleh aplikasi dan dapat ditambahkan
isian konfigurasi penomoran sesuai
ketentuan yang berlaku pada masing-
masing Satker;

Diisi uraian KPPN Pembayar dan diikuti
dengan kode KPPN sesuai tabel referensi;

Diisi dengan angka sejumlah bersih yang

Lembaga; . .
dibayarkan;
2 Diis tonggol SPM gengon konflgurgs! dua (6)  Diisidengan huruf sejumlah bersih yang
digit hari/dua digit bulan/empat digit tahun . .
) dibayarkan;
(dd/mm/yyyy);

(3)  Diisinomor SPM dengan konfigurasi enam
digit pertama secara otomatis diisi nomor

Panduan Teknis PPSPM
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(7) Diisi dengan kode jenis SPM sesuai dengan
tabel referensi jenis SPM yang antara lain
meliputi:

01 = Gaiji Induk/Gaiji Bulan ke-13

02 = Gdiji Susulan/Gaiji Terusan

03 = Kekurangan Gaiji/UDW/UDT/Persekot
04 = Gajji Lainnya

05 = Ganti UP

06 = Ganti UP KP

07 = Langsung

08 = Dana UP

09 = Dana UP (KP)

10 = Transfer

(8)  Diisikode dan uraian cara bayar SPM yang

meliputi:

1= Cek Bank: diisi apabila cara
bayar menggunakan Cek yang
membebani kas negara pada Bank

2 = Giro Bank: diisi apabila cara bayar
menggunakan pemcindahbukuan/
transfer yang membebani kas negara
pada Bank

3 = Cek Pos: diisi apabila cara bayar
menggunakan Cek yang membebani
kas negara pada Kantor Pos

4 = Giro Pos: diisi apabila cara bayar
menggunakan pemindahbukuan/
transfer yang membebani kas negara
pada Kantor Pos

5 = Nihil: diisi apabila penerbitan SPM tidak
menyebabkan selisih belanja dan
pendapatan

6 = Pengesahan: diisi apabila penerbitan
SPM dalam rangka pengakuan atas
realisasi belanja dan pendapatan

(9) Diisi tahun anggaran berkenaan;

(10) Diisi dasar penerbitan SPM, misal: nomor UU
APBN, nomor dan tanggal DIPA, nomor PHLN
untuk pinjaman LN atau dokumen dasar
penerbitan lainnya:;

(11) Diisi kode Satuan Kerja (enam digit). jenis

kewenangan (dua digit), dan uraian Satker
sesuai dengan DIPA atau yang
dipersamakan dengan DIPA dan dokumen
lainnya yang menjadi dasar pembebanan
SPM. Khusus untuk jenis kewenangan,
meliputi sebagai berikut:

KP : Kantor Pusat

KD : Kantor Daerah

DK : Dekonsentrasi

TP : Tugas Pembantuan

UB : Urusan Bersama

(12) Diisi kode fungsi, sub fungsi, Bagian
Anggaran, Unit Eselon |, Program, sesuai
dengan DIPA atau dan dokumen lainnya
yang menjadi dasar pembebanan SPM.
Komposisi kode fungsi, sub fungsi, Bagian
Anggaran, Unit Eselon I, Program, sebagai
berikut :

XX XX2Z XXX XX+ X

1. Diisi kode program (dua digit)

2. Diisi kode unit eselon | (dua digit)

3. Diisi kode Bagian Anggaran (tiga digit)
4. Diisi kode sub fungsi (dua digit)

5. Diisi kode fungsi (dua digit)

(13) Diisi Kegiatan, Output, Lokasi, sesuai dengan
DIPA dan dokumen lainnya yang menjadi
dasar pembebanan SPM.

Komposisi Kegiatan, Output, Lokasi sebagai
berikut :

XXXX XX X? XXXX3
1. Diisi kode lokasi (empat digit) terdiri
dari kode kabupaten/kota (dua digit)
dan kode propinsi (dua digit)
2. Diisi kode output (tiga digit)
3. Diisi kode kegiatan (empat digit)
(14)  Diisi Jenis Pembayaran yang meliputi:
1= Pengeluaran anggaran : Diisi
apabila pembayaran dibebankan
pada DIPA
2= Pengembalian Uang : Diisi
apabila pembayaran dalam rangka
pengembalian pendapatan negara

Panduan Teknis PPSPM



3= PFK (Perhitungan Fihak
Ketiga) : Diisi apabila pembayaran
dalam rangka PFK

4= Pengeluaran Transito : Diisi
apabila pembayaran dalam rangka
UP/TUP

5= Perhitungan Rekening Khusus :
Diisi apabila pembayaran yang
membebani rekening khusus

6= Pembetulan Pembukuan : Diisi
apabila penerbitan SPM dalam
rangka koreksi pembukuan

(15) Diisi sifat pembayaran yang meliputi:

1 = Dana Uang Persediaan (UP) : Diisi
apabila penerbitan SPM dalam
rangka pembayaran UP

2 =Tambahan UP (TUP) : Diisi apabila
penerbitan SPM dalam rangka
pembayaran TUP

3 = Penggantian UP (GUP) : Diisi apabila
penerbitan SPM dalam rangka
penggantian UP

4 =Pembayaran Langsung (LS) : Diisi
apabila penerbitan SPM dalam
rangka pembayaran langsung ke
rekening Bendahara Pengeluaran
atau Pihak Ketiga

5 = Nihil : diisi apabila penerbitan SPM tidak

menyebabkan selisin belanja dan
pendapatan selain SPM GUP-Nihil
6 = Pertanggungjawaban TUP (PTUP) : Diisi
apabila penerbitan SPM dalam
rangka pertanggungjawaban TUP
7 = Pengesahan : diisi apabila penerbitan
SPM dalam rangka pengakuan atas
readlisasi belanja dan pendapatan
(16) Diisi sumber dana (SD) terdiri dari dua digit
dan Cara Penarikan (CP) terdiri dari satu
digit CP sesuai dengan DIPA atau yang

dipersamakan dengan DIPA dan dokumen
lainnya yang menjadi dasar pembebanan

Panduan Teknis PPSPM
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(18)

(19)

(20)
(21)
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SPM.
Sumber Dana (SD) antara lain meliputi :
01 = Rupiah Murni
02 = Pinjaman Luar Negeri
03 = Rupiah Murni Pendamping
04 = PNBP
05 = Pinjoman Dalam Negeri
06 = Badan Layanan Umum
07 = Stimulus
08 = Hibah Dalam Negeri
09 = Hibah Luar Negeri
10 = Hibah Langsung Dalam Negeri
11 = Hibah Langsung Luar Negeri
12 = Hibah Langsung Barang Dalam Negeri
13 = Hibah Langsung Barang Luar Negeri
14 = Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri
15 = Hibah Langsung Jasa Luar Negeri
16 = Hibah Langsung Surat Berharga Dalam
Negeri
17 = Hibah Langsung Surat Berharga Luar
Negeri
Cara Penarikan (CP) antara lain meliputi :
0 = Rupiah Murni
1 = Pembiayaan Pendahuluan
2 = Pembayaran Langsung
3 = Rekening Khusus
4 = [ etter of Credit

Diisi hnomor register pinjoman/hibah (delapan
digit) sesuai dengan DIPA;

Diisi kode jenis belanja (dua digit) sesuai
dengan DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker. Satu SPM hanya untuk satu
jenis belanja;

Diisi jumlah rupiah masing-masing akun
pengeluaran;

Diisi jumlah rupiah seluruh pengeluaran;

Diisi kode Bagian Anggaran, Unit Eselon |,
lokasi, akun, dan Satuan Kerja dengan
ketentuan sebagaimana petunjuk pengisian
potongan SPM;
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(22)

(23)
(24)

(25)

Diisi jumlah rupiah masing-masing akun
potongan SPM;

Diisi jumlah rupiah seluruh potongan;

Diisi jumlah rupiah bersih (jumlah seluruh
pengeluaran dikurangi jumlah seluruh
potongan);

Diisinama penerima pembayaran
(bendahara pengeluaran/penerima hak
tagih) disertai alamat lengkap. Khusus untuk
SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP diisi dengan

“Bendahara Umum Negara untuk
dibukukan seperlunya”

Uang Persediaan”

3. SPM GUP “Penggantian Uang
Persediaan untuk keperluan belanja
(barang/modal/lain-lain)

4. SPM GUP NIHIL “Penggantian
Uang Persediaan untuk keperluan belanja
(barang/modal/lain-lain)”

5. SPM PTUP “Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan untuk
keperluan belanja (barang/modal/lain-
lain)” .

6. SPM Pengesahan “Pengesahan
belanja (barang/modal/lain-lain)” .

(26) Diisi NPWP penerima pembayaran sesuai 7. SPM LS
GUP Nihil, SPM-PTUP, dan SPM-Pengesahan « pembayaran belanja ... (pegawai/
ticak disi barang/modal/lain-lain) sesuai SK/ST/
(27) Diisi nomor dan nama rekening bank/pos SPD NO. -+-v-- Tgl »
yang mene.rn.’no pembayaran. Khusus untuk b. LS ke Pihak Ketiga
SPM-GUP Nihil, SPM-PTUP, dan SPM- “Permb belan b /
o embayaran belanja..... arang
. modal/bantuan sosial/lain-lain) sesuai
(28) Diisi Bank/Pos tempat pembayaran el . S
dicairkan. Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPM- OMIARTO. e AGL e
PTUP, dan SPM Pengesahan tidak diisi; Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/
Jaminan Pemeliharaan No. ------ .Tgl.
(29) Uraian berisi tentang informasi : Untuk ! ! d

keperluan, No dan tgl.Kontrak/SPK, Nilai

Kontrak/SPK. Cara pembayaran, Tgl. (30) Diisi lokasi instansi penerbit SPM dan tanggal
Penyelesaian pekerjaan. penerbitan SPM;
Keperluan pembayaran sesuai dengan jenis (31) Diisinama penanda tangan SPM;
SPM, misalnya: (32) Diisi NIP/NRP penanda tangan SPM; dan
1. SPMUP “Penyediaan Uang (33) Disi barcode hasil enkripsi aplikasi SPM.
Persediaan ”

2. SPMTUP “Penyediaan Tambahan

4.2.2. Jangka Waktu Penerbitan dan
Penyampaian SPM

Adapun jangka waktu penerbitan dan penyampaian
SPM diatur sebagai berikut:

4.2.2.1. Jangka Waktu Pengujian SPP Sampai
Dengan Penerbitan SPM

Dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan
penerbitan SPM, PPSPM dibatasi waktu
penyelesaian penerbitan dan penyampaian SPM.

Oleh sebab itu, tingkat kecermatan, ketelitian, dan Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta

dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan,
PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM'®.

keakuratan dalam menguji SPP sangat diperlukan.

199 pasal 56 ayat (3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur
sebagai berikut":

a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat
2 (dua) hari kerija;

b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4
(empat) hari kerja;

c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3
(tiga) hari kerja; dan

d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5
(lima) hari kerja.

4.2.2.2. Jangka Waktu Penyampaian SPM

Dalam hal PPSPM telah menerbitkan dan
menandatangani SPM, selanjutnya SPM tersebut
beserta kelengkapan dokumennya disampaikan ke
KPPN. Batas waktu penyampaian SPM ke KPPN
diatur sebagai berikut:

a. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan™:

b. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk
disampaikan kepada KPPN paling lambat

tanggal 15 sebelum bulan pembayaran'; dan

c. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau
hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM—
LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal 15"

4.2.3. Personal Identification Number
PPSPM (PIN PPSPM)

Personal ldentification Number PPSPM (PIN PPSPM)
adalah tanda tangan elektronik PPSPM berbentuk
sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh PPSPM
yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik
pada Arsip Data Komputer SPM (ADK SPM) yang
akan dikenali dan diverifikasi kebenarannya oleh
sistem aplikasi komputer pada KPPN. Dalam
menerbitkan SPM, PPSPM harus memasukkan PIN
PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK
SPM.

Panduan Teknis PPSPM
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4.2.3.1. Pendaftaran PIN PPSPM

Pendaftaran dan penggunaan PIN PPSPM diatur
secara lebih rinci pada Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis
Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip
Data Komputer Surat Perintah Membayar.

Dalam memproses penandatanganan elektronik ini,
PPSPM menggunakan Aplikasi Injeksi PIN yang
merupakan program aplikasi komputer yang
disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang
digunakan untuk melakukan injeksi PIN PPSPM
sebagai tanda tangan elektronik ke dalam ADK
SPM. PPSPM bertanggung jawab secara pribadi
maupun jabatan atas penggunaan PIN PPSPM
tersebut. PPSPM melakukan registrasi di KPPN
mitra kerjanya untuk mendapatkan PIN PPSPM
dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir registrasi dan membuat surat
pernyataan dengan dilengkapi lampiran sebagai
berikut:

a. Fotokopi KTP;

b. Fotokopi Surat Keputusan
pengangkatan sebagai PPSPM; dan

C. Satu lembar meterai Rp6.000,00.

2. Mengambil nomor antrian registrasi;

Mengisi absensi registrasi PIN PPSPM,;

4. Menyerahkan persyaratan sebagaimana
tersebut pada poin 1 (satu), kemudian petugas
Custorner Senvice KPPN akan memeriksa dan
menuangkannya dalam checkist (daftar)
kelengkapan;

5. Menandatangani surat pernyataan (disediakan

di KPPN) yang telah dibubuhi meterai
Rp6.000,00;

6. PIN PPSPM diterima pada ponsel sesuai
dengan nomor PPSPM yang didaftarkan;

"0 pasal 56 ayat (4) PMK Nomor 190/PMK.05/2012

)
Pasal 56 ayat (5) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
Pasal 56 ayat (6) PMK Nomor 190/PMK.05/2012
"2 pasal 56 ayat (7) PMK Nomor 190/PMK.05/2012

m

12
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7. Melakukan instalasi Aplikasi Injeksi PIN PPSPM
pada laptop yang telah dibawa;

8. Melakukan encoding PIN dengan Aplikasi Injeksi
PIN;

9. Melakukan aktivasi PIN dengan mengirimkan
SMS PIN hasil encoding ke nomor yang
didaftarkan; dan

10. Apabila nomor PIN PPSPM tidak dapat
digunakan, maka PPSPM harus melakukan
registrasi ulang pada KPPN mitra kerjanya
sesuai prosedur angka 1s.d. 9 dengan terlebih
dahulu mengajukan surat permintaan
penonaktitfan atas PIN PPSPM yang telah
diregistrasi sebelumnya.

KPA atau PPSPM dapat melakukan penonaktitan
atas PIN PPSPM untuk mencegah penyalahgunaan
dengan prosedur sebagai berikut:

1. KPA atau PPSPM menghubungi KPPN baik
secara langsung maupun melalui telepon;

2. KPA atau PPSPM mengisi, menandatangani,
dan mengirimkan surat permintaan
penonaktifan; dan

3. Atas dasar surat perintah penonaktifan,
petugas KPPN melakukan pemblokiran atas PIN
PPSPM melalui Aplikasi SMS gateway KPPN.

4. Proses penonaktifan PIN PPSPM yang
dilakukan secara langsung tidak melalui sarana
telekomunikasi akan dilaksanakan oleh KPPN
sejak surat permintaan penonaktifan PIN
PPSPM diterima KPPN.

4.2.3.2. Penggunaan PIN PPSPM

a. KPPN memberikan Aplikasi Injeksi PIN kepada
PPSPM yang telah melakukan registrasi untuk
mendapatkan PIN PPSPM,;

b. Penggunaan Aplikasi Injeksi PIN terbatas hanya
boleh digunakan oleh PPSPM yang berhak dan
dilarang dipindahtangankan kepada orang lain
tanpa ijin KPPN;

c. PPSPM memasukkan PIN PPSPM ke dalam

ADK SPM melalui Aplikasi Injeksi PIN;

d. PIN PPSPM dimasukan ke dalam ADK SPM
setelah terdapat kesesuaian antara hardcopy
SPM dengan ADK SPM; dan

e. Apabila diperlukan, PPSPM dapat melakukan
konfirmasi atas kebenaran PIN PPSPM yang
menjadi tanggungjawabnya melalui SMS
Gateway kemudian KPPN mengirimkan SMS
jawaban konfirmasi kebenaran PIN PPSPM.

4.2.4. Petugas Pengantar SPM dan
Pengambil SP2D

Dalam rangka membantu PPSPM untuk mengantar
SPM ke KPPN, KPA menetapkan petugas
pengantar SPM. Berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang
Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana
diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-40/PB/2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana, KPA dapat menunjuk maksimal 3
(tiga) orang pejabat perbendaharaan atau pegawai
negeri yang memahami prosedur pencairan dana
untuk dijadikan sebagai Petugas Pengantar SPM
dan Pengambil SP2D.

Adapun prosedur penunjukan Petugas Pengantar
SPM dan Pengambil SP2D dalam rangka
penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS):

1. KPA membuat surat penunjukan Petugas
Pengantar SPM dan Pengambil SP2D (Gambar
35) kemudian menyampaikan kepada KPPN
dengan dilampiri:

a. Fotokopi KTP/SIM/identitas lainnya; dan
b. Foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6.

2. KPPN merekam data identitas Petugas
Pengantar SPM dan Pengambil SP2D kemudian
mencetak KIPS;

Panduan Teknis PPSPM
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3. KPA menerima KIPS dari KPPN dan 1. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
menandatangani Berita Acara Serah Terima beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
(BAST) KIPS; melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;

4. Dalam hal terjadi perubahan penunjukan 2. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
petugas, KPA menyampaikan kembali surat KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
penunjukan dan lampiran kepada KPPN; dan Petugas Front Office; dan

5. Dalam hal terjadi kehilangan KIPS, KPA 3. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
menyampaikan surat permohonan penerbitan langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
KIPS kepada KPPN dengan dilampiri Surat dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. melalui Kantor Pos/Jasa pengiriman resmi.

Adapun prosedur penyampaian SPM ke KPPN
sebagai berikut:

4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010

KOP SURAT
Nomor : IRy . | 190
Lampitan 1 {sat) berkas
Hal : Penunjukan Petugas Pengantar SPM/Pengambil SP2D

Satuan Kena

Yth, Kepala KPPN .,

Menunjuk Peraturan Direkiur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-  /PB/2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang
Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana, dangan ni

kami menunjuk Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Satker <.v...., Sebagai
berikut
NO NAMA NIP JABATAN SPESIMEN

TANDA TANGAN |

1 |
1 | |

Bersama ini adampirkan;

1. Surat penunjukan Petugas Pengantar SPM Dan Pengambil SP20D;
2. Folokopl KTP/SiM/idantitas lainnya
3. Folo berwarna terbaru, barukuran4 X 8

Kami bertanggung jawab panuh lerhadap keabsahan dan keaslian SPM beserta dokumen
pendukung yang disampaikan oleh Petugas Pengartar SPM Dan Pengambil SP2D Satuan Kerja
yang ditunjuk

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimasiums
Kuasa Pengguna Anggaran,

NP

Gambar 36. Contoh Format Surat Penunjukkan Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
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4.2.5. Penyampaian SPM dan
Kelengkapannya ke KPPN

Tahapan penyampaian SPM ke KPPN dilakukan
setelah SPM selesai dibuat dan ditandatangani,
baik secara fisik maupun elektronik menggunakan
PIN PPSPM. Penyampaian SPM diatur secara rinci
pada pasal 59 PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Dalam hal SPM telah disampaikan ke KPPN dan
diterbitkan SP2D tetapi ternyata terdapat
kesalahan, Satker dapat melakukan koreksi/ralat
SPM dengan mengajukan permohonan koreksi/
ralat SPM ke KPPN. Selain itu, apabila terdapat

pengembalian belanja pada tahun anggaran
berjalan, Satker dapat mengajukan Surat
Pernyataan Pengembalian Belanja ke KPPN agar
dapat melakukan penyesuaian pagu DIPA.

Dalam hal SPM telah disampaikan ke KPPN dan
sebelum diterbitkan SP2D terdapat kesalahan SPM
atau tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN
mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung
secara tertulis.

Tabel 12 merangkum kelengkapan dokumen yang
perlu dilengkapi sebagai lampiran untuk masing—

masing SPM.

Janis SPM
Dokumen yang
SPM LS Bendahara Non  SPM LS Pihak Ketiga Non
diperiukan SPM LS Belanja Pagawai a ja P i Belanja Pegawal
SPM dan ADK v v v v v v

Daftar Nominatif - v v

Daftar Perubahan |Gay Induk, Kekurangan

Pogawal dan ADK Gay, Terusan Panghasian

GPP dan ADK Gayl, Gyl Susulan, dan
Perubahan Uang Muka Gay)
Daftar Terlampir ) ) ) (untuk letih dan satu (untuk ketih dari satu
SPM panerima) penerima)
SK - - - : (Delarya honaranum. sersfikasi, dan bantusn sosisl)
55 . . . Jka ada potongan SPM
Disampaikan ke KPPN
ADK Kontrak dan paling kambst 5 (lima) hari
Ringkasan Kontrak ke setelah konlrak
dilandatangani
Surat Persetujuan ) = )
Kapala KPPN
Surat Permyataan "
dari KPA

Tabel 12. Rangkuman Penyampaian SPM dan Kelengkapannya

4.2.5.1. SPM LS Gaji Induk/Susulan/
Kekurangan Gaiji/Terusan
Penghasilan Gaji/lUang Muka Gaji

dengan melampirkan:
a. Daftar Nominatif penerima (Lampiran
nomor rekening) yang ditandatangani

1. PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data PPSPM untuk penerima lebih dari satu

supplier telah direkam pada database SPAN;

2. PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap
2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN

pegawai;
b. SSP PPh pasal 21 (411121) bila
dikenakan pajak (Gambar 37);
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. Daftar perubahan data pegawai yang
telah diuji dan ditandatangani oleh PPSPM
(Gambar 37);

d. ADK perubahan data pegawai;

e. ADK perhitungan pembayaran belanja
pegawai sesuai perubahan data pegawai
(ADK GPP);

ADK pendukung yang dipersyaratkan
(contoh: ADK Pegawai Pindah); dan

. Lampiran lain yang dipersyaratkan

sesuai peraturan yang berlaku.

3. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM

\l

TATA CARA PENGISIAN
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diterbitkan;

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Orfice; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.

SSP PPH PS 21

APCATR N CNIAWIANA L
APPTIHAT PNTI4G o

SUKMAL SEIOHAX PAIAS

(SSP)

EX

LEd e Rt

LIvesr

NPWP, Nama, Alarmal
Benazhara

]

Kode Axun Pajak 491121

A e

Kode Jens Setoran
+ Untuk Masa
= Untuk Final

100
402

Al e

(ORI ;
I R I S Db é
\ierd) I [ |
T B s “uh e e o on o
SO Mg 1 P | e g4 |« |
D T e L
Mebbm b - s e e e —— r.pat s oe s e
7YY SO S 5 OISO IS L U A e A e LS U S L YL
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Gambar 37. Petunju
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DAFTAR PERUBAHAN DATA PEGAWAI
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Gambar 38. Format Daftar Perubahan Data Pegawai

7. Contoh Pengisian SPM

a. SPM LS Gaji Induk, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 39. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Gaji Induk
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b. SPM LS Gaji Susulan, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 40. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Gaji Susulan

c. SPM LS Kekurangan Gaji, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini
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Gambar 41. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Kekurangan Gaji
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d SPM LS Terusan Penghasilan Gaji, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 42. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Terusan Penghasilan Gaji

e. SPM LS Uang Muka Gaji, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 43. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM Uang Muka Gaji
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4.2.5.2. SPM LS Honorarium/Vakasi/Uang
Makan/Uang Lembur

PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data
supplier telah direkam pada database SPAN,;

PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap

2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN

dengan melampirkan:

a. SSP dan/atau bukti setor lainnya; dan

b. Daftar Nominatif penerima (Lampiran
nomor rekening) yang ditandatangani
PPSPM untuk penerima lebih dari satu
pegawai.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM

diterbitkan;

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN,;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.

7. Contoh Pengisian SPM:

a. SPM LS Honorarium/Vakasi,
sebagaimana diilustrasikan pada gambar di
bawah ini:
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Gambar 44. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Honorarium/Vakasi
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@ Pengujian SPP & Penerbitan SPM

b SPM LS Uang Makan, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 45. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Uang Makan
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e. SPM LS Uang Lembur, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini

Gambar 46. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM Uang Lembur
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4.2.5.3. SPM LS Perjalanan Dinas

1. PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data

supplier telah direkam pada database SPAN;

PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap

2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN

dengan melampirkan:

a. SSP dan/atau bukti setor lainnya; dan

b. Daftar Nominatif penerima (Lampiran
nomor rekening) yang ditandatangani
PPSPM untuk penerima lebih dari 1
pegawai.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM

diterbitkan;

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

4. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN,;

5. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

6. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara

langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
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Gambar 47. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Perjalanan Dinas
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@ Pengujian SPP & Penerbitan SPM

4.2.5.4. SPM LS Langganan Daya dan Jasa

1. PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data

supplier telah direkam pada database SPAN,;

PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap
2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN;
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan;

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM

melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN,;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
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Gambar 48. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Tagihan Langganan Daya dan Jasa
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4.2.5.5. SPM LS Pihak Ketiga B.

1. PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data
supplier telah direkam pada database SPAN;

2. PPSPM memastikan bahwa data perjanjian/
beserta ADK—-nya telah disampaikan ke KPPN
dan dicatat ke dalam Kartu Pengawasan
Kontrak KPPN'™; /.

3. PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap

2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN

dengan melampirkan SSP dan/atau bukti setor

lainnya. 8.
4. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan;

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN,;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
Contoh Pengisian SPM:

a. SPM LS Kontraktual Tahapan,

sebagaimana diilustrasikan pada gambar di
bawah ini:

T pasal 36 PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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Gambar 49. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Kontraktual Tahapan
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@ Pengujian SPP & Penerbitan SPM

b SPM LS Kontraktual Sekaligus, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini
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Gambar 50. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Kontraktual Sekaligus
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e. SPM LS Retensi, sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah ini

Gambar 51. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Retensi
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4.2.5.6. SPM LS Pihak Ketiga atas

1.

Pembayaran Uang Muka Kerja

PPSPM memastikan terlebih dahulu bahwa data
supplier telah direkam pada database SPAN,; 4.

PPSPM memastikan bahwa data perjanjian/

beserta ADK—-nya telah disampaikan ke KPPN

dan dicatat ke dalam Kartu Pengawasan 5.
Kontrak KPPN'®;

PPSPM menyampaikan SPM-LS dalam rangkap
2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN 6.
dengan melampirkan:
a. SSP dan/atau bukti setor lainnya;
b. Asli surat jaminan uang muka; 7.
c. Asli surat kuasa bermeterai cukup dari
PPK kepada Kepala KPPN untuk
mencairkan jaminan uang muka; dan
d. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

jaminan uang muka sesuai Peraturan
Presiden mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan;

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN,;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
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Gambar 52. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM LS Uang Muka Kerja
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@ Pengujian SPP & Penerbitan SPM

4.2.5.7. SPM UP melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;
1. PPSPM menyampaikan SPM UP dalam rangkap 4. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
dengan melampirkan Surat Pernyataan UP Petugas Front Office; dan
(Gambar 52); 5. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
2. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
diterbitkan: melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.

3. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 0. 0.0.0.9.9.¢

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999.00 |
dengan huruf ), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

3. Satuan Kenja R ——— (rooooo)
4. Kementerian Negara/Lembaga :.....ccicveviiimniiiiniinaniiinsinnannn: (rocx)

5. Unit Organisasi S — (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang
menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung
(LS);

2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian
(revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari UP yang diterima.

3. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong
atau menyetorkan UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka
bersedia memotong atau menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............ s wereennennns 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,

Gambar 53. Surat Pernyataan Uang Persediaan
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Gambar 54. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM UP

4.2.5.8. SPM GUP/GUP Nihil

1. PPSPM menyampaikan SPM-GUP/GUP Nihil
dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM
kepada KPPN;

2. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan;

3. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM

beserta dokumen pendukung dan ADK SPM
melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;

Panduan Teknis PPSPM

4. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

5. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara

langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.



Pengujian SPP & Penerbitan SPM

e on 7 erdlY
ety

e

R ]
Sepp e ¥ o0

PURALLS S
Bl

'.,

P

=y
£

R e

AN

A

WMWY W EW LN
- At

e -y
e a
«rn

BAULA D w b nr Ny b
Lo B T
WM TG MR A" WSk OCH T L AN LW )

10 FIDD LA Y
R OIS TN SV

- g e Tos g
L L e e L TTEE I S R
EWN PATIIAAT AT DROAT AN TR e
D e L STl T S
PR W

R e L e
T MTING NRT PR A A"

LTI Wy

Gambar 55. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM GUP
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Gambar 56. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM GUP Nihil
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4259. SPMTUP

1. PPSPM menyampaikan SPM-TUP dalam 4.
rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada
KPPN dengan melampirkan Asli Surat
Persetujuan TUP dari KPPN (Gambar 58); 5.

2. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan;

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM
beserta dokumen pendukung dan ADK SPM

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;

Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
Petugas Front Office; dan

Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat
melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
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Gambar 57. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM TUP
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KOP SURAT
KANTOR PELAYANAN
FPERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor : 8- (tamggal, bulan, tahun)
Sifar Segers
Hal : Perzetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Kepada Yth,
Kusasa Fengguna Anggaran
Satuan Kerga |kode sarean kerj)|
IR
1. Dacar:
a. Pargturan Menteri Keusngan RI Nomor ...... /PMKD05/2012 tentang Tata Cara
Pambayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanga
Negara,
b. Surat yemohonan persetwuan 1UF dan Kuasa Penpruna Anpgraran Nomor
tanggal .. .. tentang Tambahan Uang Porzedisan
2. Schubungan dengan butir ! tersebut di atas, denmgan ini diberikan persetyjuan
Tambahan Uane Persadiaan sebesar Fp . . . .- untuk keperluan mendesak
X . Satuan Kepga .....coooocviaveeo. kode ........... atas beban
DIP'\ T'L No . tangeal

3. Tmbnhan Ueng Per'ed.uun ter.elmt udnk dapcz dagumknn untuk memblaya
pengeluaran yang menurut ketentuan kharusz dilakukan dengan Fembayaran Langoung
(L3) dan hanysa berlaku untuk sast ini serta tidak dapar diisi ulang (revolving).

4. Tambshan Uang Persedizan tersebut dizunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan s=sk

tanggel SP2D diterbitian. Apabila Tambahan Uanpg Perzedisan terzebut tdak habis

dalam zatu bulan, maka ctisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluzran harus
dizetorkan ke kaz negara.

Pembayaran yang dilakukan olekh Bendahsra Pengeluaran kepada penarima tagihan

tidak boleh melebihi Rp 50000000, (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk

pembayaran honorarmum dan penalanan dinas.

6. Tata cara pencaran, pembayaran, pengrpunaan, pertangmunpgiawaban dan pelaporan
realicasi dana APEN zpgar berpedoman pada Peraturan Mentenn Keuangan Nomor
................ JPMK.05/2012 tentang Taia Cara Pambkayaran Dalam Rangksz Felaksanaan
Angzaran Pandapatan dan Belanja Negara,

ul

Demiloian untulk menyadi perhatian.
Kepala Kantor

NP B

Gambar 58. Contoh Surat Persetujuan TUP

4.2.5.10. SPM PTUP melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;

1. PPSPM menyampaikan SPM-PTUP dalam 4. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan
rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KIPS pada saat menyampaikan SPM kepada
KPPN: Petugas Front Office; dan

2. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN 5. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta
diterbitkan: dokumen pendukung dan ADK SPM dapat

Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.

beserta dokumen pendukung dan ADK SPM

Panduan Teknis PPSPM
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Gambar 59. Petunjuk Pengisian SPM Untuk SPM PTUP

TUP harus dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.

Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui
persetujuan kepada Kepala KPPN.

1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan

Dalam hal pengajuan TUP, TUP sebelumnya harus dipertanggungjawabkan selurunnya, termasuk sisa TUP yang

tidak digunakan harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara.

JikaTUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan selurunhnya dan/atausisa TUP yang tidak digunakan belum
disetor, TUP dapat diajukan dengan persetujuan Kepala Kanwil Ditien Perbendaharaan setempat.

Permintaan TUP untuk kebutuhan yang melebihi 1 bulan memerlukan persetujuan Kepala KPPN.

Panduan Teknis PPSPM
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4.2.6. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP,
SPM, dan SP2D dan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA

Secara umum, koreksi/ralat dapat dibagi menjadi 2
(dua) yaitu:

1. koreksi/ralat yang mengakibatkan perbaikan
SPM yang telah diterbitkan oleh PPSPM; dan

2. koreksi/ralat yang tidak membutuhkan perbaikan
SPM antara lain yang disebabkan adanya
setoran pengembalian belanja.

Ketentuan koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D"
antara lain:

(1)Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat

dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:

a) Perubahan jumlah uang pada SPP,
SPM, dan SP2D;

b) Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK
menjadi minus; atau

c) Perubahan kode Bagian Anggaran,
Eselon I, dan Satker.

(2) Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian
Anggaran, Eselon |, dan Satker dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan

(3) Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat
dilakukan untuk :

a) Memperbaiki uraian pengeluaran dan

kode BAS selain perubahan kode
sebagaimana dimaksud pada angka (1)
huruf c;

b) Pencantuman kode pada SPM yang
meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun
anggaran, jenis pembayaran, sifat
pembayaran, sumber dana, cara penarikan,
nomor register; atau
Koreksi/ralat penulisan nomor dan
nama rekening, nama bank yang tercantum
pada SPP, SPM, dan SP2D beserta
dokumen pendukungnya yang disebabkan
terjadinya kegagalan transfer dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

o

(4) Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat
dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat
SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.

(5) Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran
(akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan
berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK
SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak
mengubah SPM.

(6) Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan
berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara
tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan
ADK yang telah diperbaiki.

Dalam hal ini PPSPM harus memastikan bahwa
dalam hal terdapat koreksi/ralat SPM harus
terlebih dahulu terdapat permintaan koreksi/ralat
SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.

Ketentuan pembatalan SPP, SPM, dan SP2D
antara lain:

(1) Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh
PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan.

(2

~—

Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh
PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum
diterbitkan.

Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum
mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat
yang ditunjuk.

@

Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk
penerima lebih dari satu rekening hanya dapat
dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan
permintaan KPA.

Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam
hal SP2D telah mendebet Kas Negara.

S

a

Peraturan pelaksanaan tentang koreksi data
transaksi diatur lebih lanjut di Perdirjen
Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang
Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

" pasal 70 PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Panduan Teknis PPSPM



4.2.6.1. Mekanisme Koreksi Data Transaksi

1. Koreksi Data Transaksi Penerimaan:

a. Koreksi data transaksi penerimaan
dapat dilakukan terhadap seluruh segmen
BAS sepanjang tidak merubah total nilai
penerimaan; dan

b. Satker mengajukan Surat Permohonan
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
(Gambar 59) disertai dengan ADK koreksi
ke KPPN.

2. Koreksi Data Transaksi Pengeluaran
a. Koreksi data transaksi pengeluaran
dapat dilakukan terhadap BAS,
pembebanan Rekening Khusus, dan
deskripsi/uraian pengeluaran;
b. Ketentuan koreksi untuk pengeluaran
yaitu:

1) Tidak mengakibatkan perubahan jumlah
uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA
menjadi minus;

?2) Semua segmen BAS dapat diubah
kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan
segmen 2 (Kode KPPN); dan

«KOP SURAT> ()

Narace > - | ] I s
Ml i1

Lagtpean .S

P v vsiiiinins somes .l
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Bersmena ol foarzl megajulen pormchonsn pertedcan tansaksl
PETRIENAAN T sebagaimans terebut pada Dodar Binessr Berbaikan
Transakst Peosnmese Negara. Sebeagal balian perticehangan karst Senpirkan
L. Yotokopl  S5P/ESPEG /S8 28ICP ) GS5CP/ SSPR/SEEP 8TESY  bowerts

NTPN/BPN %
2. Dafar Rincen Perbaiken Trarssks Penerimasn Negara

| Demikian loamsl sampaican b endepat penpuaaian abih
argpat

Ruase Pengguns Anggaran/
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Gambar 60. Contoh Surat Permohonan Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara

Panduan Teknis PPSPM

Pengujian SPP & Penerbitan SPM @

3) Segmen BAS sisi penerimaan dapat
diubah sepanjang tidak merubah jumlah
uang.

c. Pelaksanaan koreksi SP2D:

1) Satker yang tidak mempunyai akses
langsung ke SPAN dilakukan dengan
mengajukan surat permintaan koreksi ke
KPPN dengan dilampiri:

a) Copy SPM dan daftar SP2D/SP2D
sebelum koreksi;

b) SPM setelah koreksi;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM); dan

d) ADK Koreksi SPM.

?2) Satker yang mempunyai akses langsung
ke SPAN dilakukan sebagai berikut:

a) PPSPM  melakukan koreksi SPM
melalui formulir koreksi pada aplikasi
SPAN; dan

b) PPSPM menyampaikan
permintaan koreksi kepada KPPN
dengan dilampiri copy SPM  dan
SP2D/daftar SP2D sebelum koreksi
serta SPTJM.

surat

Keterangan:

(1) Diisi dengan kop instansi berkenaan.

(2) Diisi dengan nomor surat.

(3) Diisi dengan perihal surat yaitu “Permohonan

Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara” .

(4) Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan.

(5) Diisi dengan tanggal pembuatan surat.

() Diisi dengan unit yang melakukan pencatatan
dan pembukuan penerimaan negara pada

SPAN yaitu Kepala KPPN ................ atau Direktur
Pengelolaan Kas Negara.
(7) Diisi  dengan alamat KPPN/ Direktorat

Pengelolaan Kas Negara.

(8) Diisi dengan tandatangan Kuasa Pengguna
Anggaran.

(9) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna
Anggaran.

(10) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran.
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FORMAT SURAT PERMINTAAN KOREKSI

<HKOP EURAT=> (1)

Names JT . RSSO AATTCTI < BT
Perthal : Permintoan Kereksl Data ............09)....
Lampiran  : 1 Barkas

Yth., Kepals KPFN ... '

Bersama dengan surat ;s kami meovampalkan permintaan koreks: data ... (4).....
sebagal bertkut.

Yang telah ditecbitkan .49

Namar : FYOTRVIIN 3 |1 FOTGTRUVEINIROMIE, 1 - T " - ISR ¢ § | SSSRoran
Dengan detil koreksi scbagaimana teclompar,

Korekm dimaksud dikarenakan hal-kal scbaga: berikut

1 Oatiassll L& eonsonnsat

3. dat

Demikian kami ssanpaikan, terimakosih.

SRS | - | PR ¢ 1T
o | | RS

Gambar 61. Contoh Surat Permintaan Koreksi Data

Keterangan:
(1) Kop Surat Satuan Kerja.
(2) Diisi nomor surat permintaan koreksi.
(3) Diisi tanggal surat permintaan koreksi.
(4) Diisi nama dokumen yang dimintakan koreksi,
yaitu:
a. SPM/SP2D;
b. SP3B BLU/SP2B BLU:;
c. SP2HL/SPHL;
d. SP4HL/SP3HL;
e. MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS; atau
f. SPP APD/SP3.
(5) Diisi nama KPPN mitra kerja Satuan Kerja.
(¢) Diisi nama dokumen yang dimintakan koreksi,
yaitu:
a. SPM;
b. SP3B BLU;
c. SP2HL;
d. SP4HL;
€. MPHLBJS; atau
f. SPPAPD.
(7) Diisi nomor dokumen yang dimintakan koreksi
sesudi isian pada angka ().

(8) Diisi tanggal dokumen yang dimintakan koreksi
sesuai isian pada angka (4).

(9) Diisi nama dokumen yang dimintakan koreksi,
yaitu:
a. SP2D;
b. SP2B BLU;
c. SPHL;
d. SP3HL;
e. Persetujuan MPHLBJS; atau
f. SP3.

(10) Diisi nomor dokumen yang dimintakan koreksi
sesuai isian pada angka (9).

(11) Diisi tanggal dokumen yang dimintakan koreksi
sesuai isian pada angka (9).

(12) Diisi alasan koreksi.

(13) Diisi KPA apabila dokumen yang akan dikoreksi
ditetapkan oleh KPA; atau

(14) Diisi PPSPM apabila dokumen yang akan
dikoreksi ditetapkan oleh PPSPM.

(15) Disi nama Satker yang
permintaan koreksi.

(16) Diisi nama KPA/PPSPM dan NIP pejabat yang
menandatangani surat permintaan koreksi.

mengajukan

Panduan Teknis PPSPM
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Gambar 62. Contoh Lampiran Detil Permintaan Koreksi

Keterangan:

(1) Diisi nomor surat permintaan koreksi.

(2) Diisi tanggal permintaan koreksi.

(3) Diisikode BAS awal yang akan dilakukan koreksi (1
Set BAS dapat menjadi banyak Set BAS dan
sebaliknya), yang meliputi:

Satker :

KPPN :

Akun :

Program (BA.ES1.PROG) :
Kegiatan/Output :
Sumber Dana :

Cara tarik :

Register P/H :
Kewenangan :

Lokasi :

Apabila diperlukan dapat ditambah
Bank :

Anggaran :

Intraco :

Cadangan:

(4) Diisi nilai nominal semula yang akan dikoreksi
(Apabila berupa potongan atau penerimaan
maka nilai bertanda negatif).

(5) Diisi kode BAS koreksi (1 Set BAS dapat menjadi
banyak Set BAS dan sebaliknya), yang meliputi:

Satker :

KPPN :

Akun :

Program (BA.ES1.PROG) :

Panduan Teknis PPSPM

Kegiatan/Output :
Sumber Dana :
Cara tarik :
Register P/H :
Kewenangan :
Lokasi :

Apabila diperlukan dapat ditambah
Bank :

Anggaran :
Intraco :
Cadangan:

(6) Diisi nilai nominal koreksi
negatif).
(7) Diisi data:
a. BAS semula dan Nilai Semula; dan
b. BAS koreksi dan Nilai Koreksi.

yang lain apabila terdapat koreksi

kombinasi BAS yang berbeda.

(8) Diisi beban Rekening Khusus Semula.

(9) Diisi beban Rekening Khusus koreksi.

(10) Diisi Uraian/Deskripsi semula.

(11) Diisi Uraian/Deskripsi koreksi.

(12) Diisi nama Satker yang mengajukan koreksi.

(13) Diisi  Nama KPA/PPSPM  dan
menetapkan surat permintaan koreksi.

*) Apabila tidak ada koreksi terkait judul tabel maka

tabel dapat dihilangkan

(Apabila  berupa
potongan atau penerimaan maka nilai bertanda

dengan

NIP  yang
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<KOP SURAT>......ocoeenes (1)

Jahatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ink:
KIF CXTRRTITIE - | S o
- Kuase Pengzuna ADggaran ........(4)...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

I, Perbaikan ames  kesalahan SPM/SP2D dilakukan dalam rangks
pertanggungjawaban Laperan Keuangon Satusn Kerjg,., . |S] ...

2, Segala hal yang terjadl akibat adenys perbaikan SPFMSFAD menjadi
tanggung jawrb kami sepenuhnya.

Demikian permnyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnva.

Kuass Pengguna Anggaran,
{7l
vevsassassanansas (8)

Gambar 63. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Keterangan:

(1) Diisi dengan kop instansi berkenaan.

(2) Diisi dengan Nama Lengkap Kuasa Pengguna
Anggaran.

(3) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Diisi dengan nama Satker dari Kuasa Pengguna
Anggaran.

(5) Diisi dengan Nama Satker.

4.2.6.2. Mekanisme Pengembalian Belanja
dan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

PPSPM mempunyai tugas untuk melakukan
penyesuaian pagu DIPA pada Aplikasi SPM apabila
terdapat setoran Pengembalian Belanja yang
disebabkan kelebihan pembayaran belanja atas
beban APBN setelah mendapat pemberitahuan dari
KPA dan PPK. Kelebihan pembayaran tersebut
termasuk kelebihan pembayaran berdasarkan
temuan aparat pemeriksa.

(6) Diisi tempat dan tanggal pembuatan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

(7) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna
Anggaran.

(8) Diisi dengan Nama Lengkap Kuasa Pengguna
Anggaran.

(9) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran.

Koreksi/ralat yang tidak membutuhkan perbaikan
SPM antara lain disebabkan adanya setoran
pengembalian belanja. Koreksi/ralat dimaksud lebih
lanjut diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-21/PB/2014 tentang Mekanisme
Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja pada
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara.
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Satker membuat Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) (Gambar 64) menggunakan aplikasi maupun
secara manual (Lampiran | Perdirjen Perbendaharaan Nomor 21/PB/2014).

a. Pengisian secara manual:

QURAT SETORAN PEAGEMIA LMY

/,;\__
iy

DELANIA

5¢PQ| ey

Gambar 64. Form Pengisian SSPB

Keterangan

(1) Diisidengan kode KPPN 3 (tiga) digit dan uraian
KPPN Penerima Setoran.

(2) Diisi dengan nomor SSPB dengan metode
penomoran kode Satker nomor (XXXXXXXXXX).

(3) Diisi dengan tanggal SSPB dibuat.

(4) Diisidengan nomor rekening Kas Negara (KPPN
bersangkutan ..... diisi petugas Bank).

(5) Diisi dengan NPWP Penyetor.

(6) Diisi dengan nama/jabatan penyetor.

(7) Diisi dengan alamat jelas penyetor.

(8) Diisi dengan kode dikuti dengan urcian
Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan
yang tercantum pada DIPA.

(9) Diisi dengan kode unit organisasi eselon | dan
uraian.

(10) Diisi dengan kode Satker 6 (enam) digit dan
uraian Satker.

(11) Diisi dengan kode Fungsi 2 (dua) digit, kode Sub
Fungsi 2 (dua) digit, dan kode Program 7 (tujuh)
digit.

(12) Diisi dengan Kode Kegiatan/Output dan Uraian.

Panduan Teknis PPSPM

(13) Diisi dengan kode Lokasi dan uraian.

(14) Diisi dengan kode kewenangan dan uraian.

(15) Diisi dengan kode Akun.

(16) Disi dengan jumlah
pengembalian belanja.

(17) Diisi dengan jumlah Rupiah yang disetorkan
dengan huruf.

(18) Diisi keperluan pembayaran.

(19) Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya SSPB.

(20) Diisi dengan tanggal dibuatnya SSPB.

(21) Diisi sesuai nama penyetor dan Stempel Satker.

(22) Diisi NIP penyetor.

(23) Diisi dengan tanggal diterimanya setoran
tersebut oleh Bank atau Kantor Pos serta Cap.

(24) Diisi dengan nama penerima di Bank atau
Kantor Pos.

(25) Diisi dengan tanda tangan penerima di Bank
atau Kantor Pos serta Cap.

Catatan:

- Diisi dengan huruf kapital atau diketik.

- Satu formulir SSPB hanya berlaku untuk setoran satu

Mata Anggaran Penerimaan (MAP)

Rupiah  setoran
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b. Pengisian menggunakan Aplikasi SAS:
1) Login dengan user PPSPM kemudian masuk ke menu Pagu—>RUH SSPB;

R WY Mrdwy Girwr  howal P S e il oM Ende
o3ty
amw <
R T e S

Gambar 65. Menu R/U/H SSPB melalui Aplikasi SAS

2) Lakukan perekaman SSPB seperti petunjuk pada huruf a;

e WY Mrdwy Girers  cArwal P S mar ),
o3ty
amw <
L TR T T

R e LR R LA RS Tia

woaee Aoeg FIWNIY

- e | = ey {ZI IS A ’”r |
o | T # | | W 2 l
Pdmmy e | YO L P e | ]
ok hgtiny | o LT o
Lads ( Tiw SAs !
e d

W mdaa L
SArd P AnCa
R L TR

Ya lmpm e | — : e .7

e zaee T MNGamtoa
R TN

Gambar 66. Form Perekaman SSPB melalui Aplikasi SAS
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3) Simpan SSPB yang direkam kemudian Cetak SSPB tersebut;

T -0

Toa YT Wrdwy Cowe b wal B S JF M I de o G

LIt 2l e
LA SRR B TR S A LATF RN
Liamanad do obt IV ERA FEVETURLTINT IR (v

ne LAras
! l TOSPR AL Ay Sowe AT

B R ST

LA XN JNNSCIR

SECHCPNTIC D MBI o<t pIvIN "

Gambar 67. Menu Cetak SSPB melalui Aplikasi SAS

4) Rekam kode NTPN penyetoran SSPB;
m@:ﬁ

e U M hwy Ciwee howall B Cmae e oM fede g Gho
B i
amw
L T e S

Lo ey AT

MR
TEZE (Larms |

B 2 10N |

LR AT

PRI 1T

é [F S AL

SAS 0

a v

Gambar 68. Menu Perekaman Kode NTPN melalui Aplikasi SAS
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5) Lakukan perekaman Surat Pernyataan Pengembalian Belanja melalui menu Pagu->R/U/H Surat
Pernyataan Pengembalian Belanja

fFoiuia DHadcnars. THAicana.

T tevw ey Varam
IS

Gambar 69. Menu Perekaman Surat Pernyataan Pengembalian Belanja melalui Aplikasi SAS

B6) Pilih SSPB lalu <proses>, kemudan isi kolom surat pernyataan dan <simpan>.
mwﬁmm

R U M A wy Giwee howall P Cemas P LM fede g Gh e

ety

aOMW <

R T R S »
e

fFoiuia DHadcners. DHAicand.

e tavw TE! Nae BN e Nhhe Wow *

e SR
13 ore [enenes
T T N T

FaaHi- {_lil-'_\_l_al:_l‘_tlz‘ - sAs '.‘ .

mraaAT

oAy tvean |

s

ew - R
=T

iwe |
|

ARb

Gambar 70. Form Perekaman SSPB melalui Aplikasi SAS
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7) Cetak Surat Pernyataan Pengembalian Belanja;

104 5 l'l‘lo*'a

RN SRR,
ol
LRLTANGAR LA Ll 1A A2 1AL Y &l
L o B R LR 1 | LAk M

Gambar 71. Menu Cetak Surat Pernyataan Pengembalian Belanja Melalui Aplikasi SAS

8) Kirim ADK SSPB melalui menu Pagu —> R/U/H Surat Pernyataan Pengembalian Belanja lalu pilih <kirim>

dan tentukan direktori penyimpanan
f gv———

"L BT hanan (47 (1 Futew b

WO DN O heaan et Bam  TiBes ses S

e Az L% Tg. S5 e Secor (Nl re Sur Pervatae TP Nas Moum =
(3 21ag) 1 ML A IOIMALIUNCEG  LIMGE Sy i
T Lo Tl x | ]
O '
)
w e Loost D 0 - .
ol !
. et |
an ey !
P !
- !
o !
1w !
e '
are }
W0 -l )
)
gail Trwet

Gambar 72. Menu Kirim ADK SSPB melalui Aplikasi SAS
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9) Lakukan penyesuaian sisa pagu melalui menu Pagu > RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja
lalu pilih <Penyesuaian Sisa Pagu>, masukkan nomor dan tanggal surat pemberitahuan kemudian
<Sesuaikan Detil POK> lalu isi data detil SSPB dan <simpan>.

- e T o -0
Rae WY Mrdwy Girwre  bowel P Emar il oM [nde oy Ob s
By L )

AW <

fFoiuia DHadcnar. DHAucaea.

e v ey Vit
AARD SN UM

Gambar 73. Form Perekaman Penyesuaian Sisa Pagu melalui Aplikasi SAS

T T T P s 3 O |

B WY M hwy Gk owal BT S oM fede g G

fFoiuiea DHaldcnan,

FUMAENTLMILE 2

mwr Px Lawd lee Pelen A o
¢ Tdp AN Tee geee e piwny

[dved NAFLALN Jdo Mol MNeliod  LRAARY A) Gl

|
|-
f

¥ N &x Ivs

(NN B B

Gambar 74. Form Perekaman Detil POK melalui Aplikasi SAS
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1. Setelah dilakukan penyetoran ke Kas Negara,
KPA melakukan konfirmasi ke KPPN untuk
memastikan setoran tersebut telah dibukukan
pada Kas Negara;

2. Setelah melakukan konfirmasi ke KPPN, PPK
membuat surat pernyataan mengenai
pengurangan realisasi anggaran belanja negara
(sesuai lampiran Il Perdirjen Perbendaharaan
Nomor 21/PB/2014 atau melalui aplikasi SAS);

Penguijian SPP & Penerbitan SPM @

3. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengembalian
Belanja ke KPPN dengan dilampiri SSPB dan
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;

4. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada
KPA mengenai penyesuaian sisa pagu DIPA
satker berkenaan yang selanjutnya
memberitahukan kepada PPK dan PPSPM; dan

5. PPSPM melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA
pada Aplikasi SAS.

4.3. Penatausahaan Dokumen SPM dan Pelaporan

Mznzlsk dan
mzmgerbsli<an
SPF apalxla SFP
heak mementhi

parsysratan uniuk
d bayarkan Menerbrean SPY \)

Merguji kedenaren Membebankan
SPP beserla tagihan pada mala
dokumen anggaan yang
pendukung telsh disediskan

Mzlzporkan palsksanasn
perguizn dan genrizh
pemaavaran kepada KPA

4 |

Mznympan dan
menaga keutuhan
seunsh documen
hak tagih

Gambar 75. Tugas dan Wewenang PPSPM (Penatausahaan Dokumen SPM)

4.3.1. Penatausahaan Dokumen SPM

Pejabat Perbendaharaan Negara bertanggung
jawab atas penatausahaan setiap transaksi dan
dokumen keuangan yang dilaksanakannya.
Penatausahaan transaksi dilaksanakan dengan
tujuan mendukung pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta
mewujudkan pelaksanaan APBN secara transparan
dan akuntabel. Selain itu, penatausahaan setiap
transaksi beserta dokumen tersebut juga bertujuan
untuk menjamin ketersediaan data dan fakta yang
dibutuhkan dalam pengungkapan kejadian—kejadian
serta sebagai bahan pendukung dalam proses
peradilan berupa legalitas bukti—bukti transaksi.

Panduan Teknis PPSPM

PPSPM wajib menatausahakan seluruh dokumen
yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya'

(Gambar 75).

Penatausahaan oleh PPSPM mencakup kegiatan—
kegiatan sebagai berikut:

a. Penatausahaan dokumen
Penatausahaan dokumen yaitu PPSPM
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen hak tagih merupakan salah satu tugas
PPSPM. Dokumen hak tagih meliputi seluruh
bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan
penerbitan SPM, dokumen SPM, serta lampiran
pendukung SPM.

" pasal 17 ayat (1) huruf e PMK Nomor 190/PMK.05/2012
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b. Penatausahaan melalui Aplikasi SAS
Penatausahaan ini dilakukan oleh PPSPM atas
SPM yang telah diterbitkan SP2D dapat
dilakukan melalui Aplikasi SAS (mencatat
nomor dan tanggal SP2D) dengan cara sebagai
berikut:

1) Login ke dalam aplikasi SAS menggunakan
user dan password PPSPM,;
2)  Pilih menu SPM > Catat nomor SP2D;

3) Masukan tanggal SPM dan pilih <Catat
Nomor SP2D> kemudian <lmport Data

nomor SP2D> menggunakan ADK dari
KPPN kemudian pilih SPM yang akan
dicatat nomor SP2Dnya kemudian simpan
atau dapat merekam secara manual; dan

4) Data nomor dan tanggal SP2D akan ter—
upaate.

Gambar di bawah merupakan sebuah ilustrasi yang
menggambarkan dokumen—dokumen yang harus
disimpan dan ditatausahakan oleh PPSPM.

Dokumen hak tagih

Seluruh bukti pengeluaran
sebagai dasar penguiian dan
penerhitan SPM

SPM beserta lampirannya

Gambar 76. Dokumen Yang Ditatausahakan Oleh PPSPM

4.3.2. Pelaporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran

Menoak dan
mengembalisan
SPP, acatila SPP
tczk memenui
parsyaratar untug
dixayarkan

4

Menguji kezeraran Metnbehankan
SPP 2e3srta tazihan pada mata
thokumen anggaran yang
panduking telah diszdiakan

Menebilkan SPY

Melagar«sn pslekssnaan
p=nzujian dan perintah
p=mbayaran kezada KPS

5

a |

ervimpan dan
rerjaja kel suhen
s2luk dokuren
18< kagih

Gambar 77. Tugas dan Wewenang PPSPM (Pelaporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran Kepada KPA)
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Pelaporan tugas PPSPM (Gambar 76) merupakan b) jumlah SPM yang diterbitkan; dan

bentuk pertanggungjawaban atas pemberian c) jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM
kewenangan berupa “mandatory” dari KPA', (ditolak/dikembalikan).

Pelaksanaan pelaporan dimaksud yaitu PPSPM

menyampaikan kepada KPA secara periodik setiap Secara ringkas dapat digambarkan pelaporan
bulan, yang memuat: pelaksanaan pembayaran olen PPSPM pada

a) jumlah SPP yang diterima; gambar di bawah ini -

120 pasal 17 ayat (1) huruf £ PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Gambar 78. Item-item Laporan PPSPM
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